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IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 17
TAHUN 2019 TENTANG PENERTIBAN PAPAN REKLAME TANPA IZIN
DI KECAMATAN MEDAN PETISAH

SELVI ANGRIANI CANTAGO
NPM: 2103100016

ABSTRAK

Banyaknya pemasangan reklame tanpa izin di Kota Medan yang merusak
keindahan dan estetika kota, serta mengganggu pandangan dan keamanan
masyarakat. Dalam menata suatu reklame, Pemerintah mengeluarkan kebijakan
berupa Peraturan Walikota Medan Nomor 17 Tahun 2019 tentang penataan reklame.
Akan tetapi, masyarakat tetap melanggar ketentuan dari kebijakan tersebut. Tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan
Walikota Medan Nomor 17 Tahun 2019 tentang penertiban papan reklame tanpa
izin di Kecamatan Medan Petisah. Penelitian ini menggunakan teori Meter dan
Horn mengenai implementasi kebijakan publik. Metode yang digunakan adalah
metode deskriptif dengan analisis data kualitatif. Hasil Penelitian ini menunjukkan
bahwa Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 17 Tahun 2019 belum
tercapai secara optimal. Hal ini dapat dilihat melalui ukuran dan tujuan kebijakan
yang masih dalam tahap mencapai tujuan dari Perwal dikarenakan masih banyak
reklame tanpa izin yang mengganggu keindahan dan estetika kota dan masyarakat
yang belum memiliki kesadaran dengan ketentuan dari kebijakan. Kemudian,
pemanfaatan sumber daya dimanfaatkan dengan baik meskipun dengan berbagai
hambatan, Komunikasi antara DPMPTSP Kota Medan dengan Kecamatan Medan
Petisah berjalan dengan baik dan dilakukan secara rutin dan melakukan kerja sama
untuk mengawasi reklame ilegal. Selanjutnya, karakteristik masing-masing badan
pelaksana, baik Kecamatan Medan Petisah dan pihak Dinas tidak sepenuhnya
terlengkapi. DPMPTSP memiliki tim khusus sendiri dan Kecamatan menurunkan
bagian Trantib Umum dalam melakukan pengawasan dan penertiban papan reklame
tanpa izin. Selain itu, pithak Dinas melakukan pelatihan kepada staf khusus, serta
bentuk penghargaan dan sanksi kepada pegawai hanya dilakukan di Dinas dalam
memotivasi kerja dan komitmen para staf.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Reklame
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi seperti digitalisasi, globalisasi, urbanisasi, dan
perubahan nilai budaya dan lainnya mendorong perkembangan masyarakat di
berbagai bidang saat ini. Seiring berkembangnya zaman, banyak masyarakat
membuka dan menjalankan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang
dilakukan oleh orang-perorangan atau badan usaha dengan menggunakan platform
digital serta berkoordinasi dengan media periklanan atau reklame sebagai alat
komunikasi untuk memperkenalkan usaha tersebut kepada masyarakat luas.
Reklame merupakan suatu media visual yang memanfaatkan gambar dan tulisan
yang diolah sedemikian rupa untuk mengomunikasikan pesan tertentu kepada
masyarakat. Tujuannya untuk memberikan informasi kepada khalayak tentang
suatu barang, jasa, atau hal lain dengan cara yang menarik, serta mampu
menggerakkan keinginan orang untuk membeli atau menguasai barang atau jasa

yang disampaikan.

Ketika membuat suatu reklame, tentunya ada tahapan yang perlu diperhatikan
seperti lokasi pemasangan, perizinan, anggaran, dan audiens serta peraturan yang
berlaku dalam pemasangan reklame. 1zin reklame merupakan salah satu aspek yang
paling penting untuk mendirikan papan reklame. Menurut Peraturan Daerah Kota
Medan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame, setiap orang atau badan yang

akan menyelenggarakan reklame di daerah wajib memperoleh izin tertulis atau



pengesahan dari Walikota. Tentunya juga wajib untuk membayar pajak untuk
mengeluarkan izin reklame tersebut. Izin reklame diterbitkan oleh Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di suatu daerah yang

bersangkutan.

Kota Medan merupakan kota dimana tingkat pertumbuhan ekonomi sangat
pesat dan mendorong peningkatan aktivitas bisnis, termasuk sektor periklanan atau
reklame. Reklame berkembang menjadi sarana komunikasi yang banyak digunakan
oleh produsen barang atau jasa dalam mempromosikan dan mengiklankan barang
atau jasa mereka untuk menarik perhatian publik. Ini terjadi selama perkembangan
manusia di bidang sosial, politik, dan ekonomi. Perkembangan ini diikuti dengan
semakin maraknya aktivitas perekonomian, termasuk kegiatan pemasangan iklan

atau reklame.

Pertumbuhan aktivitas reklame telah menimbulkan permasalahan baru,
yaitu maraknya pemasangan reklame tanpa izin di lingkungan kota. Karena tujuan
dari reklame adalah untuk menarik perhatian umum, pertumbuhan aktivitas tersebut
dikhawatirkan dapat menyebabkan ketidaknyamanan dan ketidakamanan di ruang
publik. Oleh karena itu tempat reklame di ruang publik harus diatur sesuai dengan
peraturan tata ruang perkotaan, sehingga dapat mengantisipasi segala sesuatu yang
dapat menyebabkan ketidaknyamanan dan ketidakamanan di tempat umum.
Pemerintah Kota Medan mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Walikota
Medan Nomor 17 Tahun 2019 yang mengatur tentang penataan reklame. Tujuannya
adalah untuk memastikan keamanan, kenyamanan, dan keindahan, serta

pengawasan dan penertiban reklame agar sesuai dengan tata ruang kota dan



estetika. Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan perizinan diatur dalam

kebijakan tersebut.

Permasalahan pemasangan reklame tanpa izin di Kota Medan telah menjadi
isu yang serius dan kompleks dikarenakan hingga saat ini masih banyak reklame
yang melanggar kebijakan daerah terutama Peraturan Walikota Medan Nomor 17
Tahun 2019 tentang Penataan Reklame. Kebijakan ini secara jelas mengatur tata
cara pemasangan reklame, namun dalam praktiknya masih banyak pihak yang
mengabaikan ketentuan tersebut. Permasalahan yang sering terjadi ketika membuat
suatu reklame biasanya terkait dengan pajak. Ketika masyarakat membuat izin
reklame, mereka terkadang lupa dengan kewajiban untuk membayar pajak reklame,
dan masyarakat yang merasa pengurusan perizinannya rumit. Hal inilah yang
membuat masyarakat melanggar ketentuan dan kebijakan tersebut. Reklame
dipasang secara sembarangan sehingga merusak keindahan dan estetika kota, serta
menggangu pandangan dan kenyamanan masyarakat. Peraturan Walikota tersebut
sangat penting bagi masyarakat karena tidak hanya berfokus pada penataan reklame

tetapi juga pada seluruh ruang lingkup dan lingkungan Kota Medan.



N

Tabel 1.1 Data Pajak Reklame Kecamatan Medan Petisah

No. Kelurahan Dibayar Belum dibayar Jumlah
1 Sei Sikambing D 3 9 12
2 Sei Putih Barat 8 23 31
3 Sei Putih Timur | 5 15 20
4 Sei Putih Timur 11 6 7 13
Total 22 54 76

Sumber: Data Kecamatan Medan Petisah, 2024

Data tersebut menunjukkan jumlah reklame dengan pajak yang berbayar
maupun yang belum berbayar pada tahun 2024 di Kecamatan Medan Petisah. Dari
4 Kelurahan di Kecamatan Medan Petisah, reklame yang belum dibayar paling
banyak di Kelurahan Sei Putih Barat dengan jumlah 23 dari 31 reklame. Dilihat dari
table di atas, jumlah reklame yang belum dibayar lebih banyak daripada yang
berbayar dengan total 54 dari 76 reklame. Hal ini dapat dipastikan bahwa perlu
mengetahui bagaimana sebenarnya proses membuat izin reklame dan pengurusan
pajaknya, serta melakukan tindakan penertiban terhadap reklame yang melanggar
sesuia dengan ketentuan Peraturan Walikota Medan Nomor 17 Tahun 2019 tentang

penataan reklame.

Menurut Bab VII Peraturan Walikota Medan Nomor 17 Tahun 2019 Pasal
12 ayat 1 (a) menjelaskan tentang kewajiban setiap individu atau organisasi yang
memiliki izin reklame, wajib memasang plat izin atau stempel yang menunjukkan
masa berlaku izin dan ukuran bidang reklame yang dapat dilihat oleh orang lain.

Pada bab VIII tentang monitoring dan evaluasi, tepatnya di Pasal 13 ayat 4



menyatakan bahwa penyelenggara reklame akan diberi sanksi administratif sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika hasil pengawasan dan
evaluasi menunjukkan bahwa ada reklame yang tidak memiliki izin (IMB) atau

reklame yang menyimpang dari aturan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang
mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan implementasi Peraturan Walikota
Medan tersebut sehingga menjadi rujukan dan edukasi bagi pemerintah kota,
masyarakat, dan pihak terkait lainnya tentang penertiban papan reklame di Kota
Medan. Berdasarkan permasalahan yang terjadi pada pemasangan reklame di Kota
Medan yang dilakukan tanpa izin, maka peneliti tertarik untuk melakukan
penelitian di kawasan Medan Petisah dengan judul penelitian: Implementasi
Peraturan Walikota Medan Nomor 17 Tahun 2019 tentang penertiban papan

reklame tanpa izin di Kecamatan Medan Petisah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan di latar belakang masalah,
maka dapat dirumuskan masalah penelitian yaitu bagaimana implementasi
Peraturan Walikota Medan Nomor 17 Tahun 2019 tentang penertiban papan

reklame tanpa izin di Kecamatan Medan Petisah?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui implementasi
Peraturan Walikota Medan tentang penertiban papan reklame tanpa izin di

Kecamatan Medan Petisah.



1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang penerapan
kebijakan melalui penelitian yang dilaksanakan sehingga dapat memberikan
kontribusi pemikiran untuk kemajuan [lmu Administrasi Publik.

2. Mengembangkan pengetahuan penulis untuk memperluas pengetahuan tentang
penataan reklame dengan menerapkan teori-teori yang telah dipelajari selama
proses perkuliahan.

3. Menjadi masukan dan rujukan bagi pemerintah atau lembaga yang
bersangkutan, serta menjadi acuan dalam pelaksanaan kebijakan untuk

kedepannya.

1.5 Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini dapat dilihat secara umum dan sistematis, maka
sistematika penulisan dibuat untuk memungkinkan hubungan antara bab-bab dalam

penelitian ini.

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini memberikan penjelasan tentang latar belakang masalah,

rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat dari penelitian.



BAB II Uraian Teoritis

Bab ini membahas teori-teori yang melandasi pembahasan masalah yang
diteliti, antara lain implementasi, kebijakan publik, implementasi

kebijakan, implementasi kebijakan publik, dan reklame.

BAB III Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan jenis penelitian, kerangka konsep, definisi konsep,
kategorisasi, narasumber atau informan, teknik pengumpulan data, teknik

analisis data, serta lokasi dan waktu penelitian.

BAB IV Hasil Pembahasan

Dalam bab ini membahas tentang penyajian dari hasil penelitian dan

pembahasan.

BAB V Penutup

Dalam bab ini menguraikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.



BAB 11

URAIAN TEORITIS

2.1 Implementasi

Implementasi merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses
kebijakan, karena studi implementasi kebijakan merupakan suatu kajian mengenai
studi yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Dalam
praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang kompleks dan
dalam konteks pemerintahan, implementasi berarti upaya mengubah kebijakan

yang telah disusun menjadi tindakan-tindakan konkret di lapangan.

Implementasi merupakan terjemahan dari kata “implementation”, berasal
dari kata kerja “to implement”, kata to implement berasal dari bahasa latin
“implementatum” dari asal kata “impere” dimaksudkan “fo fill up”, “to fill in” yang
artinya mengisi penuh, melengkapi, sedangkan “plere” maksudnya “to fill”, yaitu
mengisi. Selanjutnya kata “to implement” dimaksudkan sebagai: “(1) to carry into
effect, to fulfill, accomplish. (2) to provide with the means for carrying out into
effect or fullfling, to gift pratical effect to. (3) to provide or equip with implement.
Pertama, to implement dimaksudkan “membawa ke suatu hasil (akibat), melengkapi
dan menyelesaikan”. Kedua, fo implement dimaksudkan “menyediakan sarana
(alat) untuk melaksanakan sesuatu, memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap
sesuatu”. Ketiga, to implement dimaksudkan menyediakan atau melengkapi dengan

alat. Implementasi secara etimologis berasal dari bahasa Inggris, yaitu



implementation yang berarti penerapan atau pelaksanaan yang menyediakan sarana

untuk melaksanakan suatu kegiatan (Syahida, 2014).

Hal ini didukung dengan teori Pressman dan Wildavsky dalam Syahida
(2014) mengemukakan bahwa: “Implementation as to carry out, accomplish, fulfill,
produce, complete” yang maksudnya: membawa, menyelesaikan, mengisi,
menghasilkan, melengkapi. Jadi, implementasi dapat dimaksudkan sebagai suatu
aktivitas yang berkaitan dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan

sarana (alat) untuk memperoleh hasil.

Pengertian implementasi adalah suatu kegiatan yang berkaitan dengan
penyelesaian suatu pekerjaan, melalui penggunaan sarana (fools) untuk
memperoleh hasil akhir yang diinginkan (Mandala et al., 2016). Implementasi
merupakan tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat, lembaga pemerintah,
atau kelompok swasta untuk mencapai tujuan yang dicantumkan dalam beberapa
keputusan, dimana pendapat ini memberikan kerangka kerja yang sangat berguna
untuk memahami proses implementasi kebijakan publik dan lebih menekankan
pada peran berbagai aktor, seperti birokrasi, politikus, dan kelompok kepentingan

(Ningsih et al., 2022).

Berdasarkan teori dari beberapa pendapat para ahli tersebut, dapat kita
simpulkan bahwa implementasi merupakan tindakan yang dilakukan oleh individu,
lembaga pemerintah, atau kelompok swasta dengan keputusan yang dikeluarkan
untuk mencapai tujuan yang dicantumkan dalam beberapa keputusan sebelumnya

dengan menggunakan sarana atau alat sehingga mendapat hasil yang diinginkan.
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2.2 Kebijakan Publik

Kebijakan terdiri dari dua kata, yaitu kebijakan dan publik. Kebijakan
(policy) secara etimologi dimaknai sebagai political sagacity, statecraft, prudent
conduct, craftiness, course of action adopted by government, party, etc.; yang
berarti kebijaksanaan politik, kenegaraan, perilaku bijaksana, kelicikan, tindakan
yang diambil oleh pemerintah, partai, dll (Oxford English Dictionary). Kebijakan
juga dipahami sebagai perangkat rencana yang mengandung tujuan politik dan
sebagai manisfestasi dari penilaian yang penuh pertimbangan (Parsons: 2011).
Penggunaan kebijakan juga mengalami perubahan-perubahan makna sesuai dengan
kurun waktunya dan didefinisikan dalam empat makna, yaitu kehati-hatian,

sebentuk pemerintahan, tugas dan administrasi, serta kekuasaan.

Sementara kata publik, berasal dari bahasa Yunani (pubes) yang berarti
kedewasaan, baik fisik, emosional, maupun intelektual; serta dari asal kata yang
lain dalam bahasa Yunani yaitu koinon yang diadopsi ke bahasa Inggris menjadi
common, yang menekankan pentingnya hubungan antar-individu. Berdasarkan
definisi diatas, kebijakan publik secara umum dapat diartikan sebagai segala
keputusan atau tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi masalah-

masalah yang dihadapi oleh masyarakat dan untuk mencapai tujuan bersama.

Kebijakan publik dipahami dalam beragam pendapat yang dikemukakan
oleh beberapa pihak. Menurut Dye dalam Pahruddin (2023), kebijakan publik
merupakan apa yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah untuk

mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh rakyatnya. Pernyataan Dye sejalan
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dengan pengertian yang dikemukakan oleh Bridgman dan Davis dalam Pahruddin
(2023) terkait kebijakan publik yang cukup sederhana namun mendalam. Menurut
para ahli tersebut, kebijakan publik tidak lebih dari apa pun yang dipilih oleh
pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Segala sesuatu yang menjadi
keputusan pemerintah, baik itu berupa tindakan nyata, seperti membuat undang-
undang, program, atau proyek, maupun ketidaktindakan seperti tidak mengambil
tindakan terhadap suatu masalah dapat dianggap sebagai kebijakan publik.
Kebijakan publik merupakan hasil dari proses pengambilan keputusan yang
dilakukan oleh pemerintah, baik dengan tindakan atau bahkan tidak ada tindakan
sama sekali. Setiap kebijakan yang ada merupakan hasil dari pilihan yang dibuat
oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk merespons

permasalahan atau isu-isu yang dihadapi oleh masyarakat.

Menurut Riant Nugroho dalam Pahruddin (2023), kebijakan publik sebagai
setiap keputusan yang dibuat oleh negara, sebagai strategi untuk merealisasikan
tujuan dari negara. Kebijakan publik yang terbaik adalah inisiasi yang dapat
memotivasi masyarakat untuk membangun kompetisi masing-masing, bukan
sebaliknya, menjerumuskan masyarakat ke dalam pola ketergantungan. Pengertian
sederhana ini mengandung aspek strategi, sebagai komponen utama kebijakan
publik. Munculnya strategi dalam definisi ini mengandung pengertian bahwa
sebuah kebijakan berisikan preferensi-preferensi politik para aktor yang terlibat
didalamnya, dan tidak saja bersifat positif, tetapi juga negatif yang berimplikasi

menerima salah satu dan menolak yang lain.
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Menurut Agustino dalam Pahruddin (2023), kebijakan publik adalah sebuah
tindakan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang, memiliki maksud atau tujuan
tertentu, tidak bersifat acak atau terencana, memiliki sasaran dan berorientasi pada

tujuan, serta berlandaskan pada aturan yang berlaku.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa
kebijakan publik adalah hasil dari tindakan atau keputusan yang diambil oleh
pemerintah dimana pemerintah memiliki peran sentral dalam membentuk arah dan
tujuan suatu negara, baik itu untuk mengatasi masalah, mencapai kesejahteraan,

atau mewujudkan nilai-nilai tertentu.

2.2.1 Proses Kebijakan Publik

Proses Kebijakan publik dimaknai dengan serangkaian aktivitas intelektual
yang dilakukan oleh aktor-aktor dalam proses kegiatan yang bersifat politis,
sekaligus intelektual. Menurut Dunn dalam Pahruddin (2023), serangkaian kegiatan
termasuk penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi
kebijakan, dan evaluasi kebijakan merupakan bagian dari proses kebijakan publik.
Disisi lain terdapat aktivitas-aktivitas yang berada dalam kategori intelektual yang
mencakup didalamnya perumusan masalah, peramalan (forecasting), rekomendasi

kebijakan, pengawasan dan evaluasi kebijakan.

2.2.2 Indikator Kebijakan Publik

Menurut Horn dan Meter (Kasmad, 2018), model kebijakan terdiri dari 6
variabel atau indikator yang membentuk hubungan antara kebijakan dengan kinerja,

yaitu, policy standard and objectives (ukuran dan tujuan kebijakan); policy
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resources (sumber daya kebijakan), kemudian ditambah lagi dengan 4 faktor yang
berhubungan dengan kinerja kebijakan, yaitu, interorganizational communication
and enforcement activities (komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksanaan);
characteristics of the implementation agencies (karakteristik badan pelaksana);
economic, social, and political condition (kondisi ekonomi, sosial, dan politik); and

disposition of implementors (sikap dan para perilaku pelaksana).

1) Ukuran dan tujuan kebijakan

Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan kinerja kebijakan adalah
standar dan tujuan-tujuan kebijakan. Keberhasilan kinerja dapat dilihat dari
indikator-indikator seperti tingkat kompleksitas, kejelasan tujuan, dan sumber daya
yang tersedia untuk pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, indikator-indikator
keberhasilan dan tujuan-tujuan kebijakan perlu jelas sehingga pihak pelaksana
kebijakan tidak menimbulkan berbagai interpretasi yang berbeda dengan pembuat
kebijakan. Terjadinya berbagai interpretasi dari tujuan kebijakan tersebut akan

dapat menimbulkan kegagalan dalam pelaksanaan kebijakan.

2) Sumber daya

Selain indikator-indikator kinerja kebijakan dan tujuan-tujuan kebijakan
harus jelas, sumber-sumber daya pendukung pelaksanaan kebijakan tidak bisa
disepelekan. Sumber-sumber daya yang dimaksud disini adalah dana, materi,
manusia, dan berbagai insentif yang dapat melancarkan pelaksanaan suatu

kebijakan. Insentif dapat berupa pemberian hadiah bagi mereka yang berhasil dalam
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pelaksanaan pekerjaan, dan pemberian “sanksi” bagi mereka yang gagal dalam

melaksanakan tugasnya.

3) Komunikasi antar organisasi

Dalam model ini, standar kinerja dan tujuan-tujuan kebijakan serta sumber-
sumber daya merupakan faktor-faktor utama yang menentukan kinerja kebijakan.
Selain faktor-faktor utama tersebut, ada faktor pendukung lain yang perlu
diperhatikan dalam memperlancar pelaksanaan kebijakan, diantaranya adalah
komunikasi antar organisasi dan aktivitas-aktivitas penguatan. Komunikasi antar
organisasi perlu untuk memperlancar proses berjalannya informasi dari sumber-
sumber informasi dalam rangka memperjelas standar-standar atau indikator-
indikator kinerja kebijakan. Baik atau tidaknya saluran komunikasi antar organisasi
pelaksana kebijakan akan mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan
kebijakan tersebut. Demikian pula, untuk menjamin keberhasilan implementasi

kebijakan diperlukan adanya pendorong atau penguatan terhadap pihak pelaksana.

4) Karakteristik Badan Pelaksana

Faktor pendukung kedua dalam model ini yang ikut menetukan keberhasilan
implementasi kebijakan adalah karakteristik badan atau lembaga yang
melaksanakan kebijakan, yang merupakan syarat dalam memenuhi kriteria ideal
badan pelaksana dalam melancarkan pelaksanaan kebijakan. Menurut Ripley dalam
(Kasmad, 2018), ada 6 karakteristik yang perlu dimiliki oleh badan pelaksana

kebijakan, yaitu:

a. kompetensi dan jumlah staf suatu lembaga;
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b. tingkat kendali hierarki atas keputusan dan proses sub unit dalam lembaga
pelaksana;

c. sumber daya politik suatu lembaga (misalnya, dukungan dari kalangan
legislator dan eksekutif);

d. vitalitas suatu organisasi;

e. tingkat komunikasi “terbuka” (jaringan komunikasi dengan komunikasi
horizontal dan vertikal yang bebas, dan tingkat kebebasan berkomunikasi yang
relatif tinggi dengan orang di luar organisasi) dalam suatu organisasi;

f. hubungan formal dan informal dalam suatu lembaga dengan badan pembuat
kebijakan atau penegak kebijakan.

5) Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik

Kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik merupakan salah satu faktor
pendukung yang perlu diperhatikan dalam implementasi kebijakan. Dalam hal ini,
ketersediaan sumber-sumber daya ekonomi sangat dibutuhkan dalam kesuksesan
implementasi kebijakan. Hal yang sama pula dengan kondisi sosial dimana kondisi
tersebut perlu diperhatikan dalam implementasi kebijakan, karena hal tersebut
merupakan kelompok sasaran dari suatu kebijakan publik. Demikian juga,
pentingnya kelompok-kelompok kepentingan dalam masyarakat diperhatikan, baik

dalam formulasi kebijakan maupun dalam implementasinya.

6) Sikap dan Para Perilaku Pelaksana

Faktor pendukung ke empat yang perlu mendapat perhatian dalam

implementasi kebijakan adalah disposisi para pelaksana kebijakan. Setiap
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komponen dalam model di atas akan disaring melalui persepsi dari para
implementor. Terdapat tiga elemen yang mempengaruhi hal tersebut, yaitu
pengetahuan dan pemahaman mereka terhadap kebijakan tersebut, arah tanggapan
(penerimaan, netralitas, penolakan) mereka terhadap kebijakan tersebut, dan

intensitas seperti keseriusan, motivasi, atau komitmen, tanggapan tersebut.

2.3 Implementasi Kebijakan

Menurut Edward dalam (Kasmad, 2018), implementasi kebijakan
merupakan suatu proses yang kompleks dan dinamis yang dipengaruhi oleh banyak
faktor yang saling berhubungan dan mempengaruhi implementasi kebijakan.
Faktor-faktor tersebut perlu dianalisis guna mengetahui bagaimana pengaruh

faktor-faktor tersebut terhadap suatu penerapan kebijakan.

Implementasi yang dimaksud berproses dinamis yaitu proses yang terus-
menerus berubah dan beradaptasi dengan kondisi yang ada, melibatkan berbagai
tingkat pemerintahan dan organisasi, melibatkan interaksi antara berbagai aktor,
seperti pembuat kebijakan, pelaksana, dan masyarakat. Dalam teori ini, proses
implementasi tidak selalu berjalan secara linear, melainkan seringkali terdapat

hambatan dan tantangan yang harus diatasi.

Dalam mengatasi hal tersebut, Edward memulai dengan mengajukan
pertanyaan, yaitu prokondisi-prokondisi apa yang diperlukan sehingga suatu
implementasi kebijakan berhasil. Oleh karena itu, Edwards mengajukan empat

faktor yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Faktor-
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faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan

yaitu faktor communication, resources, disposition, dan bureucratic structure.

a. Komunikasi (Communication)

Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi
penting yaitu: 1) Transformasi informasi dimensi (transimisi), transmisi ini
menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya disampaikan kepada
pelaksana (implementors) kebijakan tetapi juga disampaikan kepada kelompok
sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun
tidak langsung. 2) Dimensi kejelasan (c/arity) menghendaki agar kebijakan yang
ditrasmisikan kepada pelaksana, target grup dan pihak lain yang berkepentingan
secara jelas sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud,
tujuan, sasaran, serta substansi dari kebijakan publik tersebut sehingga masing-
masing akan mengetahui apa yang harus dipersiapkan serta dilaksanakan untuk
menyukseskan kebijakan tersebut secara efektif dan efisien. 3) Dimensi konsistensi
(consistency) diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak membingungkan

pelaksana kebijakan, target grup dan pihak-pihak yang berkepentingan.

b. Sumber daya (Resources)

Bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-
aturan serta seberapa akuratnya penyampaian ketentuan atau aturan tersebut, jika
para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan
kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara

efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Sumber daya di
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sini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung
keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya ini mencakup sumber daya

manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan.

c. Disposisi (Disposition)

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan
berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan
tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan
misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan
implementor untuk tetap berada dalam program yang telah digariskan, sedangkan
komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu
antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai

dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam
implementasi kebijakan. Apabila implementator memiliki sikap yang baik maka dia
akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh
pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka

implementasi tidak akan terlaksana dengan baik.

d. Struktur Birokrasi (Bureucratic Structure)

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap
implementasi kebijakan. Struktur birokasi mencakup aspek- aspek seperti struktur
birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi dan

sebagainya. Menurut Edward dalam (Kasmad, 2018) terdapat dua karakteristik
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utama dari birokrasi yakni, Standard Operational Procedure (SOP) dan

fragmentasi.

Dari penjelasan faktor-faktor tersebut, implementasi kebijakan menurut
Edwards menekankan pentingnya komunikasi yang efektif untuk memastikan
bahwa semua pihak memahami tujuan dan mekanisme pelaksanaan kebijakan,
ketersediaan sumber daya untuk menjalankan kebijakan karena tanpa sumber daya
yang memadai, sulit untuk melaksanakan kebijakan secara efektif, sikap dan
motivasi para pelaksana sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi, dan
struktur organisasi yang mendukung dan dapat mempermudah koordinasi dan

pelaksanaan kebijakan.

Menurut Winarno (Mahardika & Rizki, 2021), implementasi kebijakan
adalah alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan
teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih
dampak atau tujuan yang ditetapkan. Menurut Wahab (Pratiwi, 2019), implementasi
kebijakan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan.
Implementasi kebijakan tidak hanya sekedar berkaitan dengan mekanisme
penjabaran-penjabaran keputusan politik kedalam prosedur-prosedur lewat saluran-
saluran birokrasi, tetapi juga menyangkut masalah konflik, keputusan dari siapa dan

memperoleh apa dari suatu kebijakan.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli tersebut, dapat kita simpulkan

bahwa implementasi kebijakan merupakan proses yang kompleks dalam
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melaksanakan suatu kebijakan dan dipengaruhi berbagai faktor yang saling terkait

guna meraih dampak atau tujuan yang telah ditetapkan.

2.4 Implementasi Kebijakan Publik

Meter dan Horn dalam (Kasmad, 2018), menyatakan implementasi
kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu
atau kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-
tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.
Meter dan Horn memandang implementasi sebagai serangkaian tindakan yang
dilakukan oleh individu, kelompok, atau organisasi pemerintah untuk mencapai
tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu kebijakan. Adapun indikator-indikator
dari implementasi kebijakan public adalah; 1) ukuran dan tujuan kebijakan; 2)
sumber daya; 3) komunikasi; 4) karakteristik badan pelaksana; 5) kondisi ekonomi,

sosial, dan politik; dan 6) sikap dan para perilaku pelaksana.

Teori ini berpendapat bahwa keberhasilan implementasi tidak hanya
ditentukan oleh kualitas kebijakan itu sendiri, tetapi juga oleh berbagai faktor lain
yang beroperasi dalam konteks sosial, politik, dan administratif. Teori tersebut
menekankan pada pentingnya menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi
keberhasilan atau kegagalan dalam menerapkan kebijakan menjadi tindakan nyata
di lapangan, serta menekankan pada peran pemerintah sebagai aktor utama dalam
proses implementasi yang berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementor,

dan kinerja kebijakan publik.
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Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan dari proses
kebijakan publik sekaligus studi yang sangat crusial, karena bagaimanapun baiknya
suatu kebijakan, jika tidak dipersiapkan dan direncanakan secara baik dalam
implementasinya, maka tujuan kebijakan tidak akan bisa diwujudkan, begitu pula
sebaliknya (Colina, 2021). Dengan demikian, kalau menghendaki tujuan kebijakan
dapat dicapai dengan baik, maka bukan saja pada tahap implementasi yang harus
dipersiapkan dan direncanakan dengan baik, tetapi juga pada tahap perumusan atau

pembuatan kebijakan juga telah diantisipasi untuk dapat diimplementasikan.

Selain itu, Tachjan (Pratiwi, 2019) berpendapat bahwa implementasi
kebijakan publik merupakan salah satu aktivitas dari administrasi publik sebagai
institusi (birokrasi) dalam proses kebijakan publik dan merupakan proses kompleks
yang melibatkan aktor dalam membuat kebijakan menjadi tindakan nyata di

lapangan dengan tujuan yang diharapkan.

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi
kebijakan publik merupakan kegiatan atau tindakan yang dilakukan oleh suatu
individu atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan untuk tercapainya
tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya dan

mengubah isi kebijakan menjadi tindakan nyata di lapangan.

2.5 Reklame

Menurut Peraturan Walikota Medan Nomor 17 Tahun 2019, reklame
merupakan benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya

dirancang  untuk  tujuan  komersial memperkenalkan, = menganjurkan,
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mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang,
atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan dinikmati oleh
umum. Penataan reklame adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh
pemerintah daerah dalam rangka menata reklame yang meliputi perencanaan tata
reklame, perizinan reklame, pengawasan, dan penindakan penyelenggaraan

reklame.

Penyelenggaraan reklame adalah suatu kegiatan mengurus dan
mengusahakan sesuatu untuk melakukan pemasangan, pemeliharaan, dan
pembongkaran reklame. Penyelenggaraan reklame tentunya dilakukan oleh
penyelenggara reklame yang merupakan orang atau badan yang menyelenggarakan
reklame baik untuk dan atas nama dirinya sendiri atau untuk dan atas nama pihak
lain yang menjadi tanggungannya. [zin reklame adalah izin yang diberikan kepada
penyelenggara reklame untuk memasang benda, alat, perbuatan, atau media yang
digunakan untuk tujuan komersial. Izin reklame dibagi menjadi dua jenis, yaitu izin

pemasangan reklame insidentil dan izin pemasangan reklame tetap.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah
dengan menggunakan metode deskriptif dengan analisis data kualitatif. Jenis
penelitian ini berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti sesuai
dengan apa adanya dengan tujuan menggambarkan secara sistematika fakta dan
karakteristik objek yang diteliti secara tepat dan memahami setiap konteks
fenomena secara keseluruhan (Hajar et al., 2021). Menurut Sugiyono (2020),
metode deskriptif merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis atau
menjelaskan suatu temuan, namun tidak digunakan untuk menarik kesimpulan yang
luas. Metode ini digunakan dalam penelitian dengan menggambarkan,
mendeskripsikan, dan menganalisis objek dari suatu situasi tertentu dari semua data
yang diperoleh selama kegiatan lapangan. Metode ini digunakan untuk mengetahui
pemahaman mendalam terhadap suatu peristiwa tertentu berdasarkan fakta dan

keadaan yang terjadi, sehingga data yang diperoleh dapat dijelaskan secara detail.

Menurut Creswell (2016), penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang
mengeksplorasi dan memahami makna di sejumlah individu atau sekelompok orang
yang berasal dari masalah sosial (Aziz et al., 2020). Penelitian kualitatif secara
umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah,
tingkah laku, konsep atau fenomena, masalah sosial, dan sebagainya. Tujuan

menggunakan pendekatan kualitatif adalah metode ini dapat menemukan dan
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memahami apa yang tersembunyi dibalik fenomena yang terkadang merupakan

suatu hal yang sulit untuk dipahami.

3.2 Kerangka Konsep

Implementasi
Peraturan Walikota
Medan tentang
Penertiban Papan
Reklame Tanpa Izin

Gambar 3.1 Kerangka Konsep

Kecamatan

) :
Medan Petisah

Menurut teori Horn dan Meter,
kategorisasi dibagi menjadi:

Ukuran dan tujuan Kebijakan
Sumber daya

Komunikasi antar organisasi
Karakteristik badan pelaksana

- S

Untuk mewujudkan reklame yang
memiliki izin sesuai dengan
kebijakan tata ruang Kota Medan
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3.3 Definisi Konsep

Definisi konsep adalah batasan tinjauan yang menjelaskan konsep yang akan

diteliti dalam bentuk variabel. Konsep merupakan definisi atau karakteristik yang

terkait dengan peristiwa objek, kondisi, situasi, dan hal lainnya. Tujuan dari definisi

konsep adalah untuk menghindari kesalahpahaman yang dapat mengaburkan tujuan

penelitian dengan memberikan definisi yang dapat digunakan secara mendasar

tentang subjek penelitian. Berkaitan dengan hal tersebut, berikut konsep-konsep

yang digunakan dalam penelitian ini:

a.

Implementasi adalah tindakan yang dilakukan oleh individu, lembaga
pemerintah, atau kelompok swasta dengan keputusan yang dikeluarkan untuk
mencapai tujuan yang dicantumkan dalam beberapa keputusan sebelumnya
dengan menggunakan sarana atau alat sehingga mendapat hasil yang
diinginkan.

Kebijakan publik adalah hasil dari tindakan atau keputusan yang diambil oleh
pemerintah dimana pemerintah memiliki peran sentral dalam membentuk arah
dan tujuan suatu negara, baik itu untuk mengatasi masalah, mencapai
kesejahteraan, atau mewujudkan nilai-nilai tertentu.

Implementasi  kebijakan merupakan proses yang kompleks dalam
melaksanakan suatu kebijakan dan dipengaruhi berbagai faktor yang saling
terkait guna meraih dampak atau tujuan yang telah ditetapkan.

Implementasi kebijakan publik merupakan kegiatan atau tindakan yang
dilakukan oleh suatu individu atau kelompok pemerintah atau swasta yang

diarahkan untuk tercapainya tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam
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keputusan kebijakan sebelumnya dan mengubah isi kebijakan menjadi tindakan
nyata di lapangan.

e. Reklame merupakan benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak
ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan,
mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa,
orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau

dinikmati oleh umum.

3.4 Kategorisasi Penelitian

Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur variabel penelitian
sehingga diketahui dengan jelas apa saja yang menjadi kategorisasi penelitian
pendukung untuk analisis dari variabel tersebut. Berdasarkan teori Horn dan Meter,

adapun yang menjadi kategorisasi dalam penelitian ini antara lain yaitu:

a. Adanya ukuran dan tujuan kebijakan yang jelas dalam menilai sejauh mana
suatu kebijakan berhasil dilaksanakan

b. Adanya sumber daya yang memadai dalam kelancaran pelaksanaan kebijakan,
seperti anggaran, manusia, fasilitas, dan sumber daya lainnya.

c. Adanya komunikasi antar organisasi yang memungkinkan pertukaran informasi
yang relevan dan aktivitas penguatan dalam meningkatkan motivasi para
pelaksana kebijakan

d. Adanya karakteristik badan pelaksana yang merupakan kriteria ideal badan

pelaksana dalam melancarkan pelaksanaan kebijakan.
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3.5 Informan atau Narasumber

Untuk melengkapi data-data yang akan dianalisis secara kualitatif, maka
dalam penelitian ini menggunakan individu sebagai informan atau narasumber.
Informan adalah orang yang dianggap memiliki informasi tentang subjek yang
ingin diketahui oleh peneliti dan memberikan penjelasan yang detail dan
komperehensif sehingga peneliti memperoleh informasi yang jelas, akurat, dan
terpercaya. Adapun yang menjadi informan dan narasumber dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut.

a. Narasumber 1: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Medan - Ketua Tim Pelaksana

Nama : Rosana F. Simanjuntak, SE., MM
Usia : 51 Tahun

Gender : Perempuan

Alamat : J1. Air Bersih

Pendidikan : S2

b. Narasumber 2: Kantor Camat Medan Petisah - Kepala Seksi Ketenteraman dan

Ketertiban Umum
Nama : Andika
Usia : 39 Tahun

Gender : Laki-laki
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Alamat : J1. Iskandar Muda No. 270A

Pendidikan : S1

c. Narasumber 3: Masyarakat

Nama : Siti Aisyah Lubis
Usia : 26 Tahun

Gender : Perempuan

Alamat : JI. Karya, Gg. Bidan

Pendidikan : S1

d. Narasumber 4: Masyarakat

Nama : Catur Trisno Dahono
Usia : 61 Tahun

Gender : Laki-laki

Alamat : J1. Gaharu, Gg. Riduan

Pendidikan : SMA

3.5.1 Distribusi Narasumber

Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara dilapangan terhadap
narasumber, maka dikelompokan data-data yang berkaitan dengan kategori
menurut jenis kelamin, umur, pekerjaan dan pendidikan, sehingga dapat

memudahkan dalam pendistribusian berdasarkan objek penelitian. Karakteristik
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dan jawaban narasumber yang digunakan sebagai sumber informasi dan data
penelitian ini selanjutnya disajikan secara sistematis. Berikut ini adalah kelompok

distribusi narasumber penelitian:

a. Distribusi Narasumber menurut Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, narasumber dikelompokkan menjadi 2, yaitu
narasumber yang berjenis kelamin laki - laki dan perempuan. Pada tabel berikut

disajikan presentase untuk masing — masing kategori sebagai berikut:

Tabel 3.1 Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin

No. Jenis Kelamin Frequensi Persentase (%0)
1 Laki-Laki 2 50 %
2 Perempuan 2 50 %
Jumlah 4 100 %

Sumber: Data wawancara, 2025

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilithat bahwa narasumber penelitian
dikelompokkan berdasarkan laki-laki dengan frequensi 2 orang (50%) dan

Perempuan dengan frequensi 2 orang (50%).

b. Distribusi Narasumber menurut Usia

Distribusi narasumber berdasarkan usia dikelompokkan menjadi 4 kelompok
usia, yaitu narasumber dengan umur 20 - 29 tahun, umur 30 - 39 tahun, umur 50 -
59 tahun, dan umur 60 - 69 tahun. Pada tabel dibawah ini akan di jelaskan frekuensi

dan persentase masing - masing kategori usia sebagai berikut:
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Tabel 3.2 Distribusi Narasumber Berdasarkan Usia

No. Usia Frequensi Persentase (%0)
1 20 - 29 tahun 1 25 %
2 30 - 39 tahun 1 25 %
3 50 - 59 tahun 1 25 %
4 60 - 69 tahun 1 25 %
Jumlah 4 100 %

Sumber: Data wawancara, 2025

Berdasarkan tabel diatas, dapat kita lihat bahwa narasumber penelitian
secara keseluruhan berumur mulai dari 20 - 29 tahun, umur 30 - 39 tahun, umur 50-
59 tahun, dan umur 60 - 69 tahun, masing-masing berjumlah 1 orang dengan
persentase 25%.

c. Distribusi Narasumber menurut Pendidikan

Distribusi narasumber berdasarkan pendidikan dibagi menjadi tiga
kelompok yaitu pendidikan dengan tingkat pasca sarjana, tingkat sarjana dan SMA.
Pada tabel berikut akan disajikan persentase pendidikan untuk masing masing

kategori tersebut:

Tabel 3.3 Distribusi Narasumber Berdasarkan Pendidikan

No. Jenis Kelamin Frequensi Persentase (%0)
1 S2 1 25 %
2 S1 2 50 %
3 SMA 1 25 %
Jumlah 4 100 %

Sumber: Data Wawancara, 2025
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Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan narasumber
pada tingkat Pascasarajana sebanyak 1 orang dengan persentase 25 %, untuk tingkat
pendidikan Sarjana sebanyak 2 orang atau 50 % dan tingkat pendidikan SMA

sebanyak 1 orang atau 20 %.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data serta keterangan narasumber, maka peneliti

menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut.

a. Data Primer

Teknik pengumpulan data primer yaitu pengumpulan data yang dilakukan
secara langsung pada lokasi penelitian dengan instrumen metode wawancara.
Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya
jawab secara langsung kepada pihak- pihak yang terkait dengan objek penelitian.
Dalam teknik wawancara ini, peneliti ingin menggali makna data dengan
mengaitkan informasi yang diterima dengan yang ingin diteliti.
b. Data Sekunder

Teknik pengumpulan data sekunder yaitu melalui studi kepustakaan dan
dokumentasi. Studi kepustakaan merupakan pengumpulan data dan pendukung
analisis data yang diperoleh dari buku, karya ilmiah, pendapat para ahli, serta
referensi dari naskah lainnya yang memiliki relevansi dengan masalah yang akan
diteliti.

Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang

digunakan dalam penelitian kualitatif. Metode dokumentasi merupakan metode
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yang digunakan untuk menelusuri data historis dengan melihat atau menganalisis
dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain (Indriawati &

Izharsyah, 2024).

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis
data kualitatif. Analisis dilakukan untuk meringkas atau memilih data,
menyederhanakannya dan mengambil makna utamanya. Data yang dikumpulkan
merupakan data aktual dan menunjukkan bagaimana kebijakan Perwal Nomor 17
tahun 2019 mengenai penertiban papan reklame tanpa izin di Kecamatan Medan
Petisah diterapkan. Berikut ini adalah langkah-langkah yang dilakukan peneliti.

a. Reduksi data dapat diartikan sebagai proses yang berfokus pada
penyederhanaan dari hasil catatan lapangan yang tertulis.

b. Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan untuk memeriksa, mengatur, dan
mengelompokkan data untuk menghasilkan data yang deskriptif.

c. Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah tujuan ulang pada catatan lapangan
atau kesimpulan yang dapat ditinjau berdasarkan data yang harus diuji
kebenarannya, keasliannya, dan kecocokannya.

Ketika mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan
dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif terletak pada temuan yang
diperoleh. Oleh karena itu ketika peneliti melakukan penelitian dan menemukan
bahwa ada sesuatu yang terlihat asing, tidak dikenal, atau tidak memiliki pola, maka
hal itu yang harus diperhatikan saat mereduksi data. Penyajian data dapat

memudahkan kita untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kegiatan
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selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. Selain menggunakan teks naratif
ketika melakukan penyajian, disarankan juga menggunakan grafik, matriks dan
chart. Selanjutnya kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh
bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian, sehingga kesimpulan yang

dikemukakan menjadi kesimpulan yang kredibel.

3.8 Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Camat Medan Petisah di JI. Iskandar
Muda No.270A, Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara
dan Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Jl.
Jenderal Besar A.H. Nasution No.32, Pangkalan Masyhur, Kec. Medan Johor, Kota

Medan, Sumatera Utara. Rentang waktunya dari November 2024-April 2025.

3.9 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian

3.9.1 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota

Medan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
Kota Medan merupakan lembaga yang memiliki peran strategis dalam pelayanan
perizinan dan pengelolaan investasi di Kota Medan. Dinas ini dibentuk untuk
memberikan kemudahan, transparansi, dan kecepatan dalam pelayanan perizinan
dan pengurusan izin usaha, sehingga dapat mendukung terciptanya iklim investasi

yang kondusif di kota tersebut.

Sebelum dibentuknya DPMPTSP, layanan perizinan di Kota Medan

dilakukan oleh berbagai instansi dan lembaga yang terpisah-pisah, yang sering kali
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menimbulkan birokrasi yang panjang, tumpang tindih, dan kurang efisien. Oleh
karena itu, berdasarkan kebutuhan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik,
khususnya dalam hal perizinan dan pengelolaan investasi, Pemerintah Kota Medan
memutuskan untuk menyatukan layanan tersebut dalam sebuah lembaga yang

terintegrasi.

Sebagai bagian dari reformasi birokrasi dan untuk mendukung program One
Stop Service (OSS) yang dicanangkan oleh pemerintah pusat, Pemerintah Kota
Medan kemudian membentuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (DPMPTSP) melalui Peraturan Daerah (Perda) yang disahkan pada
tahun 2015. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan sistem yang lebih cepat,
mudah, efisien, dan transparan dalam memberikan layanan perizinan kepada

masyarakat dan dunia usaha di Kota Medan.

3.9.1.1 Tugas dan Fungsi DPMPTSP Kota Medan

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pelayanan perizinan dan

investasi, tugas DPMPTSP Kota Medan meliputi:

a. Memberikan pelayanan perizinan dan non-perizinan, termasuk izin usaha, IMB
(Izin Mendirikan Bangunan), izin lingkungan, dan berbagai jenis izin lainnya.

b. Menyederhanakan proses perizinan dengan mengintegrasikan berbagai layanan
di bawah satu atap, meminimalisir birokrasi yang berbelit-belit.

c. Mendorong investasi di Kota Medan dengan memberikan informasi yang jelas

mengenai peluang dan regulasi yang berlaku.
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d. Mengimplementasikan sistem informasi berbasis teknologi, termasuk sistem
OSS (One Stop Service) yang memungkinkan pengajuan izin secara online.
e. Koordinasi dengan instansi terkait untuk mendukung kelancaran pelayanan

perizinan dan pengelolaan investasi.

3.9.1.2 Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kota Medan

1) Visi
“Menjadi lembaga pelayanan publik yang unggul dalam pelayanan
perizinan dan investasi yang cepat, transparan, dan berintegritas untuk
meningkatkan daya saing Kota Medan.”
Visi ini mencerminkan tujuan DPMPTSP untuk menjadi lembaga yang
handal dalam memberikan layanan perizinan dan investasi, dengan fokus pada
kecepatan, transparansi, dan integritas, guna meningkatkan daya saing Kota Medan

dalam kancah ekonomi dan investasi.

2) Misi
Misi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
tersebut adalah:
1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam bidang perizinan dan
nonperizinan.
2. Mempercepat proses perizinan dan penyelesaian persyaratan untuk mendorong

investasi.
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Mengembangkan Sistem Informasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
untuk mempercepat dan mempermudah akses informasi.

Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam memberikan
pelayanan yang profesional, transparan, dan berintegritas.

Mendorong pengembangan investasi yang berkualitas dan berkelanjutan di
Kota Medan.

Meningkatkan sinergi dan koordinasi dengan lembaga terkait untuk

mempercepat pelaksanaan kebijakan.

3.9.1.3 Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kota Medan

Gambar 3.2 Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

d b Struktur
@Qmpip Organisasi

KEPALA DINAS

SEKRETARIS I

1.5U8 BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM
2.TIM KERJA LINGKUP KEUANGAN
2.TIM KERJA LINGKUP PERENCANAAN DAN PROGRAM
4.JABATAN FUNGSIONAL

5.JABATAN PELAKSANA

KOORDINATOR JABATAN KOORDINATOR JABATAN
FUNGSIONAL DAN KELOMPOK FUNGSIONAL DAN KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL JABATAN FUNGSIONAL PELAYANAN
PENANAMAN MODAL TERPADU SATU PINTU

1.TIMKERIA KELOLA 1.TIM KERJA LINGKUP PERIZINAN DASAR DAN PERIZINAN REKLAME

2.TIM KERJA LINGKUP PEMBERDAYAAN USAHA 2.TIM KERJA LINGKUP PERIZINAN SEKTOR PERHUBUNGAN DAN PU

3.TIMKERJA ; 3.TIM KERJA LINGKUP PERIZINAN SEKTOR PERTANIAN, PERIKANAN
PENANAMAN MODAL DAN KELAUTAN

4.TIMKERJA 4.TIM KERJA LINGKUP PERIZINAN SEKTOR PENDIDIKAN

PTSP. 5.TIM KERJA LINGKUP PERIZINAN SEKTOR PERDAGANGAN
5.TIM KERJA LINGKUP PROMOS| PENANAMAN MODAL 6.TIM KERJA LINGKUP PERIZINAN SEKTOR KETENAGAKERJAAN
6 KER.

B.TIM KERJA LINGKUP FASILITAS PENANAMAN MODAL 9.TIM KERJA LINGKUP PERIZINAN SEKTOR INDUSTRI DAN PERIZINAN

10.TIM KERJA 10.TIM KERJA LINGKUP PENYULUHAN PELAYANAN PERIZINAN;
PENANAMAN MODAL 11.JABATAN FUNGSIONAL

11.JABATAN FUNGSIONAL 12. JABATAN PELAKSANA

12. JABATAN PELAKSANA

UPT

Sumber: Attps.://dpmptsp.medan.go.id/

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

Kota Medan memiliki struktur organisasi yang dirancang untuk memastikan
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pelayanan yang efisien dan efektif terkait dengan perizinan dan pengelolaan
investasi. Berikut adalah gambaran umum tentang struktur organisasi DPMPTSP

Kota Medan:

1. Kepala Dinas (Kepala DPMPTSP)

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(DPMPTSP) Kota Medan merupakan pejabat yang memimpin dan bertanggung
jawab atas keseluruhan kegiatan dan pelayanan di Dinas ini. Kepala Dinas
bertanggung jawab langsung kepada Walikota Medan dalam hal pengelolaan

investasi dan perizinan di kota tersebut. Tugasnya adalah:

a. Menyusun kebijakan dan strategi dalam bidang perizinan dan investasi.
b. Memimpin dan mengkoordinasi seluruh kegiatan di DPMPTSP.
c. Memonitor dan mengevaluasi kinerja pelayanan perizinan serta

mengembangkan sistem untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

2. Sekretariat Dinas

Sekretariat Dinas bertugas untuk mendukung kelancaran administrasi dan
koordinasi internal DPMPTSP. Sekretariat ini melaksanakan fungsi administratif,
keuangan, dan hubungan masyarakat yang mendukung operasional DPMPTSP.

Tugasnya adalah:

a. Menyusun administrasi keuangan dan anggaran.
b. Mengelola hubungan dengan pihak eksternal.
c. Mendistribusikan informasi terkait kebijakan dan pelayanan kepada masyarakat

dan pihak terkait.
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3. Bidang Pelayanan Perizinan

Bidang Pelayanan Perizinan bertanggung jawab atas pelaksanaan layanan
perizinan kepada masyarakat dan dunia usaha. Bidang ini memastikan bahwa
semua proses perizinan berjalan lancar, cepat, dan sesuai dengan peraturan yang

berlaku. Tugasnya adalah sebagai berikut:

a. Memberikan layanan penerbitan izin usaha, IMB, izin lingkungan, dan izin
lainnya.

b. Melakukan verifikasi dan validasi dokumen permohonan izin.

c. Melakukan koordinasi dengan instansi lain yang terlibat dalam proses

perizinan.

n

. Bidang Penanaman Modal

Bidang Penanaman Modal bertugas untuk mengelola dan mengembangkan
investasi di Kota Medan. Bidang ini bertanggung jawab untuk menarik investasi
baru, memberikan layanan kepada calon investor, serta memfasilitasi kelancaran

investasi yang sudah berjalan. Tugasnya adalah:

a. Mengidentifikasi peluang investasi di berbagai sektor.
b. Menyusun strategi untuk menarik investor ke Kota Medan.
c. Memberikan informasi kepada investor terkait prosedur dan regulasi investasi.

d. Melakukan pendampingan dan konsultasi kepada investor.

9]

. Bidang Teknologi dan Sistem Informasi



39

Bidang ini memiliki peran dalam mengembangkan dan mengelola sistem
informasi pelayanan perizinan berbasis teknologi, termasuk sistem One Stop
Service (OSS). Pengelolaan aplikasi dan sistem informasi adalah bagian penting

untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Tugasnya adalah:

a. Mengembangkan dan mengelola sistem aplikasi untuk pengajuan izin secara
online.

b. Memastikan bahwa sistem OSS berjalan dengan baik dan dapat diakses oleh
pengguna.

c. Memberikan pelatihan kepada pengguna sistem, baik masyarakat maupun

petugas.

6. UPT (Unit Pelaksana Teknis) Pelayanan Perizinan

UPT Pelayanan Perizinan adalah unit yang bertugas untuk melaksanakan
layanan perizinan yang lebih spesifik, termasuk layanan terkait izin bangunan, izin
usaha, dan lainnya. Unit ini sering terlibat langsung dalam proses verifikasi dan

pengesahan i1zin. Tugasnya adalah:

a. Melakukan pemeriksaan dan verifikasi atas permohonan izin.
b. Memberikan rekomendasi terhadap permohonan izin.

¢. Menyusun laporan dan hasil evaluasi terhadap setiap jenis izin yang diproses.
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7. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan

Bagian ini bertugas untuk merencanakan dan mengevaluasi kebijakan serta
program yang ada di DPMPTSP, serta membuat laporan kegiatan dan hasil kinerja

lembaga secara berkala. Tugasnya adalah:

a. Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan DPMPTSP.
b. Melakukan evaluasi terhadap program yang dilaksanakan.

c. Menyusun laporan kinerja dan hasil kegiatan.

o0

. Sub Bagian Keuangan dan Umum

Bagian ini bertugas untuk mengelola administrasi keuangan, pengadaan
barang dan jasa, serta urusan umum yang terkait dengan kelancaran operasional

DPMPTSP. Tugasnya adalah:

a. Menyusun laporan keuangan dan anggaran.
b. Mengelola administrasi umum, termasuk pengadaan barang dan jasa.

c. Mengatur kebutuhan logistik dan sarana prasarana.

3.9.2 Kecamatan Medan Petisah

Kecamatan Medan Petisah menurut sejarah berawal dari pabrik es yang
terletak di JI. S. Parman dengan nama “Sari Petojo Es” pada tahun 1960 an, yang
memproduksi es batangan (es balok) yang dikemas dalam peti. Seiring dengan
berjalannya waktu, masyarakat pada waktu itu menyebutnya dengan “Peti

Basah” sehingga berubah menjadi “Petisah”.
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Dasar pembentukan Kecamatan Medan Petisah adalah Peraturan
Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tanggal 07 September 1991 tentang
Pembentukan Beberapa Kecamatan di Sumatera Utara Termasuk 8 (delapan)
Kecamatan Pemekaran di Kotamadya Medan Tingkat II Medan. Adapun Kantor
Camat Medan Petisah diresmikan pada tanggal 02 September 1992 oleh Gubernur
Sumatera Utara Raja Inal Siregar, dimana wilayah Kecamatan Medan Petisah yang
dulunya adalah merupakan bagian dari Kecamatan Medan Baru dan Kecamatan
Medan Barat. Kecamatan Medan Petisah Terletak di Inti Kota yang memiliki batas-

batas wilayah sebagai berikut:

1) Sebelah Utara berbatas dengan Kecamatan Medan Barat;

2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Medan Baru dan Medan Petisah;

3) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Medan Barat;

4) Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Medan Helvetia dan Medan

Sunggal.

3.9.2.1 Wilayah Kecamatan Medan Petisah

Kecamatan Medan Petisah terdiri dari 7 Kelurahan yaitu:

1) Kelurahan Petisah Tengah, yang terdiri dari 16 Lingkungan

2) Kelurahan Sekip, yang terdiri dari 12 Lingkungan

3) Kelurahan Sei Sikambing D, yang terdiri dari 8 Lingkungan

4) Kelurahan Sei Putih Barat, yang terdiri dari 13 Lingkungan
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5) Kelurahan Sei Putih Tengah, yang terdiri dari 4 Lingkungan

6) Kelurahan Sei Putih Timur I, yang terdiri dari 8 Lingkungan

7) Kelurahan Sei Putih Timur II, yang terdiri dari 8 Lingkungan.

3.9.2.2 Visi dan Misi Kecamatan Medan Petisah

1) Visi
“Terwujudnya masyarakat kecamatan medan petisah yang berkah,
maju dan kondusif.”
2) Misi

Misi dari Kecamatan Medan Petisah adalah:
a. Mewujudkan birokrasi kecamatan dan Kelurahan yang melayani

b. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Dalam sub bab ini penulis akan menyajikan hasil dari penelitian, hal ini
bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Walikota Medan
Nomor 17 Tahun 2019 dalam menangani papan reklame tanpa izin di Kecamatan
Medan Petisah, yang meliputi; adanya ukuran dan tujuan dan kebijakan yang jelas,
adanya sumber daya, adanya komunikasi, dan adanya karakteristik badan
pelaksana. Berikut ini adalah penyajian data primer yang diperoleh melalui
wawancara dengan informan dan narasumber berdasarkan kategorisasi penelitian
yang diambil dari setiap pertanyaan yang dijawab oleh informan dan narasumber

sebagai berikut.

4.1.1 Adanya ukuran dan tujuan kebijakan

Ukuran dan tujuan sangat penting dalam memberikan kejelasan bagi pelaku
usaha dan masyarakat tentang aturan yang berlaku. Hal ini mencantumkan aturan
yang jelas, proses perizinan dan pengawasan menjadi lebih transparan dan
akuntabel. Berikut pertanyaan terkait kategorisasi ukuran dan tujuan kebijakan.

a) Apakah sudah mengetahui kebijakan yang mengatur tentang reklame di Kota
Medan ini?
Berikut wawancara yang dilakukan dengan Ibu Rosana Simanjuntak, SE.,

MM., sebagai Ketua Tim Pelaksana, yang menjelaskan bahwa:

43
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Ya, saya sudah mengetahui kebijakan Perwal Kota Medan Nomor 17 Tahun

2019 yang mengatur tentang penataan reklame. Termasuk juga para staf

yang mengurus izin reklame”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, narasumber dan para staf
telah mengetahui kebijakan Peraturan Walikota Medan Nomor 17 Tahun 2019 yang
mengatur tentang penataan reklame yang menciptakan tata ruang kota di Kota
Medan.

Berikut wawancara yang dilakukan dengan Bapak Andika sebagai Kasi
Trantib Kecamatan Medan Petisah yang menjelaskan bahwa:

“Ya, saya sudah mengetahuinya dan para staf bagian Trantib telah

mengetahui juga terkait kebijakan itu. Itu sudah menjadi ketentuan agar

melaksanakan penertiban dan pengawasan reklame di Kota Medan ini,
terutama kami yang di Petisah”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, beliau mengatakan bahwa
sudah mengetahui kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Kota Medan yaitu
Peraturan Walikota Medan Nomor 17 Tahun 2019 tentang penataan reklame di Kota

Medan.

Berikut wawancara yang dilakukan dengan Ibu Siti Aisyah Lubis sebagai

Masyarakat yang menjelaskan bahwa:

“Saya sudah mengetahui Kebijakan Perwal Kota Medan Nomor 17 Tahun

2019 yang mengatur tentang penataan reklame di Kota Medan ini”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, beliau juga telah mengetahui
kebijakan Peraturan Walikota Medan Nomor 17 Tahun 2019 tentang penataan

reklame di Kota Medan.
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Berikut wawancara yang dilakukan dengan Bapak Catur Trisno Dahono

sebagai Masyarakat yang menjelaskan bahwa:

“Perwalnya sudah saya ketahui serta ketentuan terkait penataan reklame
dan lokasi-lokasi yang diizinka, sama ukurannya juga. Dulu masih bebas
didirikan dan setelah keluar kebijakan ini, jadi lebih tertata dan tertib.
Tidak boleh di trotoar dan harus pakai tanda personal perorangan, seperti
papan billboard dan lainnya”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, beliau juga telah mengetahui
kebijakan Peraturan Walikota Medan Nomor 17 Tahun 2019 tentang penataan
reklame di Kota Medan di lokasi yang diizinkan dan tidak mendirikannya di lokasi

yang dilarang dan ukurannya yang melenceng.

Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan oleh peneliti dapat
disimpulkan bahwa staf yang mengurus perizinan reklame, baik staf di Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan maupun staf di
Kecamatan Medan Petisah, dan Masyarakat telah mengetahui Kebijakan dan isi dari
Peraturan Walikota Medan Nomor 17 Tahun 2019 tentang penataan reklame di Kota

Medan.
b) Bagaimana proses pelaksanaan kebijakannya sampai saat ini?

Berikut wawancara yang dilakukan dengan Ibu Rosana Simanjuntak, SE.,

MM., sebagai Ketua Tim Pelaksana, yang menjelaskan bahwa:

“Kalau prosesnya itu diterbitkan izinnya terlebih dulu, lalu bayar pajak
reklamenya. Dulu harusnya begitu aturannya, cuma sekarang sudah boleh
membayar pajak dulu baru izinnya diterbitkan. Ketika sudah bayar pajak,
baru boleh didaftarkan ke bagian pelayanan. Diajukanlah jenis, lokasi,
sama ukuran reklame yang dipasang, itu sesuai dengan syarat dan kondisi
yang ada”.
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Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, proses untuk mendirikan
reklame harus diterbitkan izinnya terlebih dahulu kemudian membayar pajak
reklame. Kemudian, terjadi perubahan dimana boleh membayar pajak reklame dulu
lalu menerbitkan izin reklame yang prosesnya berjalan hingga saat ini. Ketika sudah
membayar pajak baru bisa didaftarkan dan dimasukkan ke bagian pelayanan, serta
mengajukan jenis, lokasi, dan ukuran reklame yang ingin dipasang sesuai dengan

syarat dan kondisi yang ada.

Berikut wawancara yang dilakukan dengan Bapak Andika sebagai Kasi
Trantib Kecamatan Medan Petisah yang menjelaskan bahwa:
“Baru-baru ini reklame yang melanggar sudah di bongkar. Biasanya kami

melakukan pemantauan ke jalan dan bila ditemukan reklame tanpa izinnya,
pihak Kecamatan pun akan melaporkan ke BAPENDA Kota Medan”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, bahwa baru-baru ini reklame
yang melanggar ketentuan Perwal tersebut atau yang tidak memiliki izin sudah
dibongkar. Untuk proses pelaksanaannya, biasanya dilakukan pemantauan ke jalan
dan apabila ditemukan reklame tanpa izin, maka pihak Kecamatan akan melaporkan

ke Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Medan.

Berikut wawancara yang dilakukan dengan Ibu Siti Aisyah Lubis sebagai

Masyarakat yang menjelaskan bahwa:

“Pelaksanaannya itu biasanya dilakukan pemantauan ke jalan. Terus
reklame yang berdiri itu ditanya ke PT yang mendirikannya. Kadang pun
masyarakat juga datang buat melapor ke Kantor Lurah dan di datalah oleh
Kelurahan setempat. Kemudian, dikirim lagi datanya ke Kecamatan”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, biasanya dilakukan

pemantauan ke jalan dan reklame yang berdiri tersebut akan ditanya ke PT yang



47

mendirikannya. Terkadang masyarakat juga izin melapor ke Kantor Lurah setempat

dan di data oleh Kelurahan tersebut lalu di kirim dan di data lagi di Kecamatan.

Berikut wawancara yang dilakukan dengan Bapak Catur Trisno Dahono

sebagai Masyarakat yang menjelaskan bahwa:

“Kalau sekarang ini kita harus mendaftar ke Kantor Dinas yang
mengeluarkan perizinannya, Namanya DPMPTSP ya. Kasih data-data apa
vang diperlukan dan dan penuhi apa syaratnya. Kalau ada syarat baru atau
perpanjangan, lihat apa syaratnya. Sekarang ini saya dengar ada syarat
baru lagi, agak lebih ribet dan sebagian harus ke konsultan untuk
membahas konstruksinya”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, proses pelaksanaannya
dimulai dengan mendaftar ke DPMPTSP Kota Medan. Kita memberikan data yang
diperlukan sesuai syarat yang dikeluarkan dan sekarang syaratnya lebih rumit

seperti harus ke konsultan untuk membahas konstruksinya-konstruksinya.

Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan oleh peneliti dapat
disimpulkan bahwa proses pelaksanaannya terus berjalan sampai saat ini dengan
turun ke lapangan atau jalan untuk memantau reklame yang didirikan dan di data
oleh Kelurahan setempat dan Kecamatan Medan Petisah lalu dilaporkan ke
BAPENDA Kota Medan, yang mengurus pajak reklame, dimana lokasinya terdapat

di DPMPTSP Kota Medan yang mengurus perizinan reklame.

¢) Menurut Bapak/ibu, apakah tujuan dari kebijakan dalam menata reklame telah

tercapai?

Berikut wawancara yang dilakukan dengan Ibu Rosana Simanjuntak, SE.,

MM., sebagai Ketua Tim Pelaksana, yang menjelaskan bahwa:
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“Tujuannya sebagian sudah tercapai karena ada ruas-ruas jalan di Kota
Medan yang dibuat khusus untuk jalan protokol atau jalan utama yang
bebas reklame, jadi Kota pun tidak terlalu terpenuhi dengan reklame. Kami
juga ada pakai Perwal lain dan diatur ketentuannya yang saya katakan tadi,
vaitu Peraturan Walikota Medan Nomor 40 Tahun 2024 yang mengatur
tentang penyelenggaraan dan perhitungan nilai sewa reklame”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, tujuan dari kebijakan dalam
menata reklame tersebut sebagian telah tercapai karena adanya ruas-ruas jalan di
Kota Medan yang dikhususkan untuk jalan protokol atau jalan utama yang bebas
reklame sehingga Kota pun tidak terlalu dipenuhi reklame. Hal ini juga sesuai
dengan Peraturan Walikota Medan Nomor 40 Tahun 2024 yang mengatur tentang

penyelenggaraan dan perhitungan nilai sewa reklame.

Berikut wawancara yang dilakukan dengan Bapak Andika sebagai Kasi

Trantib Kecamatan Medan Petisah yang menjelaskan bahwa:

“Menurut saya tujuannya belum tercapai, karena masih banyak reklame
vang melanggar sekarang dan tidak tertata rapi, reklame yang melanggar
itu kan menghilangkan keindahan dan estetika kota yang harusnya itu
tujuan dari Perwal tadi”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, mengatakan bahwa tujuan dari
kebijakan tersebut belum tercapai, karena masih banyak reklame yang melanggar
dan tidak tertata rapi sehingga menghilangkan keindahan dan estetika kota yang

harusnya menjadi tujuan dari kebijakan yang harus diraih.

Berikut wawancara yang dilakukan dengan Ibu Siti Aisyah Lubis sebagai

Masyarakat yang menjelaskan bahwa:

“Tujuan sih belum tercapai sepenuhnya dan sampai sekarang pun masih
tahap mencapai sepenuhnya tujuan kebijakannya. Terus masih banyak
reklame yang melanggar itu, ada yang tidak punya izin, pajak nunggak,
lokasinya mengganggu, ukurannya pun juga tidak sesuai’.
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Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, tujuan kebijakan tersebut
belum sepenuhnya tercapai dan masih tahap mencapai sepenuhnya tujuan dari
Perwal tersebut. Sampai saat ini masih banyak reklame yang melanggar ketentuan

dari kebijakan tersebut.

Berikut wawancara yang dilakukan dengan Bapak Catur Trisno Dahono

sebagai Masyarakat yang menjelaskan bahwa:

“Saya rasa tujuan kebijakannyanya belum tercapai, apalagi sekarang pun
masih banyak juga yang melanggar aturannya. Padahal sudah dibuat
sanksi kan di Perwalnya itu, tetap saja dilanggar”.

Berdasarkan hasil wawancara, untuk pencapaian tujuan masih belum dan
dapat dilihat dari reklame yang didirikan sampai saat ini. Meskipun sudah diatur
sanksi dalam Perwal tersebut, masyarakat atau pelaku usaha masih tidak mematuhi

syarat dan ketentuan yang diberikan.

Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan oleh peneliti, dapat
disimpulkan bahwa tujuan kebijakan dalam menata reklame tersebut belum tercapai
secara maksimal, dikarenakan masih maraknya reklame tanpa izin yang merusak
keindahan dan estetika kota dan masyarakat yang belum memiliki kesadaran

dengan ketentuan dari Perwal Kota Medan Nomor 17 Tahun 2019.

d) Apa saja kendala yang dihadapi dalam mencapai tujuan kebijakan?

Berikut wawancara yang dilakukan dengan Ibu Rosana Simanjuntak, SE.,
MM., sebagai Ketua Tim Pelaksana, yang menjelaskan bahwa:

“Kalau kendala itu sering terkait dengan kesadaran masyarakat untuk
membayar wajib pajak reklame dan mereka juga merasa prosesnya yang
terlalu rumit buat dipahami dan dipenuhi, sehingga sering terjadi
pelanggaran”.
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Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, kendala yang dihadapi sering
terkait kesadaran masyarakat untuk membayar wajib pajak reklame dan
masyarakat yang merasa prosesnya rumit sehingga sering terjadi pelanggaran

seperti berdirinya reklame tanpa izin.

Berikut wawancara yang dilakukan dengan Bapak Andika sebagai Kasi

Trantib Kecamatan Medan Petisah yang menjelaskan bahwa:

“Kendala biasanya terkait pajak dan izin reklame. Saat kami melakukan
pengawasan, reklame yang dipantau itu dilaporkan ke BAPENDA, jika
BAPENDA menemukan izin reklamenya belum dibayar, akan dilaporkan ke
Satpol PP biar dilakukan penegakan kebijakan secara tegas seperti
membongkar reklamenya”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, kendala yang sering dihadapi
terkait dengan pajak dari izin reklame. Ketika melakukan pengawasan, reklame
yang dipantau akan dilaporkan ke BAPENDA, jika BAPENDA menemukan izin
reklamenya belum dibayar, maka akan dilaporkan ke Satpol PP untuk melakukan

penegakan kebijakan seperti membongkar reklame.

Berikut wawancara yang dilakukan dengan Ibu Siti Aisyah Lubis sebagai

Masyarakat yang menjelaskan bahwa:

“Biasanya terkait sama pajaknya yang belum dibayar, ini sering menjadi
faktor penghambat yang harus dihadapi oleh pihak yang melakukan
pengawasan, dan juga menghalangi pencapaian tujuan dari Perwal itu”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, reklame tanpa izin sering
terkait dengan pajak reklame yang belum dibayar, dan ini menjadi faktor
penghambat yang sering dihadapi oleh pihak Kecamatan dalam mencapai tujuan

kebijakan.
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Berikut wawancara yang dilakukan dengan Bapak Catur Trisno Dahono

sebagai Masyarakat yang menjelaskan bahwa:

“Kendala biasanya jika data yang diberikan tidak sesuai dengan ketentuan,
itu yang jadi masalah. Terus proses pengurusan izinnya dirasa rumit.
Biasanya masalah itu yang sering jadi malas mengurus izin. Uungnya jadi
tidak sesuai ketentuan yang diberikan”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, kendala yang sering dihadapi
terkait dengan data yang tidak sesuai dengan ketentuan dan syarat yang diberikan
pihak lembaga. Prosesnya juga rumit sehingga membuat masyarakat tidak

mentaati syarat dan ketentuan yang telah dikeluarkan.

Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan oleh peneliti dapat
disimpulkan bahwa, kendala yang dihadapi oleh pihak Dinas dan Kecamatan
terkait dengan pembayaran pajak reklame yang menunggak dan prosesnya yang

rumit sehingga membuat masyarakat mendirikan papan reklame tanpa izin.

e) Menurut bapak/ibu, apa saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan

pelaksanaan kebijakan dalam mengatur reklame tanpa izin di kota Medan?

Berikut wawancara yang dilakukan dengan Ibu Rosana Simanjuntak, SE.,

MM., sebagai Ketua Tim Pelaksana, yang menjelaskan bahwa:

“Saya harap masyarakat ikut juga berpartisipasi untuk mengatur reklame.
Mereka bisa menggunakan media sosial membagikan informasi tentang
prosedur perizinan reklame agar warga Kota Medan dapat mengetahui
prosesnya, atau spanduk juga boleh. Website resmi kita juga boleh
digunakan untuk mengakses informasi yang dikeluarkan pihak DPMPTSP
Kota Medan”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, masyarakat diharapkan dapat

memanfaatkan berbagai media, seperti media sosial, website resmi, dan spanduk,
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untuk menyebarluaskan informasi tentang prosedur perizinan reklame yang
dikeluarkan dari pihak Dinas agar seluruh warga Kota Medan dapat mengetahui

prosesnya.

Berikut wawancara yang dilakukan dengan Bapak Andika sebagai Kasi

Trantib Kecamatan Medan Petisah yang menjelaskan bahwa:

“Maunya proses pelaksanaannya harus dilakukan sesuai prosedur yang
sudah dikeluarkan Dinas atau Kecamatan. Syarat dan ketentuannya
dipahami, tentunya saama larangannya juga kalau mendirikan suatu
reklame”. Jika kurang memahami syaratnya, boleh ditanya ke Dinas atau
website resminya”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, proses pelaksanaan
kebijakan harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah dikeluarkan, dengan
memahami syarat dan ketentuan, serta larangan yang diberikan dalam mendirikan

suatu reklame.

Berikut wawancara yang dilakukan dengan Ibu Siti Aisyah Lubis sebagai

Masyarakat yang menjelaskan bahwa:

“Saran saya pihak Dinas dan masyarakat juga aktif bekerja sama jika
melakukan pengawasan dan pengendalian reklame tanpa izin. Jadi bisa
membangun saling membantu antara pihak Dinasnya, dari Kecamatan, sama
masyarakat juga”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, pihak Dinas dan masyarakat
diharapkan aktif terlibat dalam melakukan pengawasan dan pengendalian reklame
tanpa izin sehingga dapat membangun kerja sama dengan pihak Kecamatan, Dinas,

lembaga-lembaga terkait, dan masyarakat.

Berikut wawancara yang dilakukan dengan Bapak Catur Trisno Dahono

sebagai Masyarakat yang menjelaskan bahwa:
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“Sarannya jangan terlalu lama jika ditemukan reklame tanpa izin.
Pokoknya jika sudah ditemukan reklame yang melanggar langsung saja di
proses dan dibereskan. Karena berdampak ke Kota sama pihak Dinas juga”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, jika telah menemukan
reklame tanpa izin atau yang bermasalah, maka pihak Dinas atau Kecamatan harus
langsung memproses dan membereskannya, dikarenakan akan berdampak pada

Kota Medan dan Dinas atau lembaga terkait.

Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan oleh peneliti dapat
disimpulkan bahwa, baik dari pihak Dinas dan pihak Kecamatan Medan Petisah
mengharapkan masyaratkat untuk berpartisipasi aktif dalam memberantas reklame
tanpa izin, mematuhi aturan yang diberikan, dan membagikan ke khalayak umum
tentang syarat-syarat untuk mendirikan papan reklame di Kota Medan. Masyarakat
juga berharap pihak Dinas bisa bekerja sama dan langsung memproses reklame

tanpa izin tersebut.

4.1.2 Adanya sumber daya

Sumber daya sangat penting untuk memastikan efektivitas dan efisiensi
pelaksanaan kebijakan. Hal ini mencakup beberapa kategori yaitu: sumber daya
manusia, sumber daya finansial, sumber daya infrastruktur, sumber daya teknologi

informasi, dan sebagainya.

a) Apa saja bentuk sumber daya yang telah dialokasikan untuk menangani

masalah reklame tanpa izin di wilayah Medan Petisah?

Berikut wawancara yang dilakukan dengan Ibu Rosana Simanjuntak, SE.,

MM., sebagai Ketua Tim Pelaksana, yang menjelaskan bahwa:



54

“Sumber daya yang dialokasikan itu berupa petugas lapangan yang sudah
diberi imbauan untuk mengawasi reklame yang terdaftar dan yang tidak
terdaftar, lalu bekerja sama dengan BAPENDA. Ketika ditemukan reklame
yang belum dibayar atau tidak berizin, maka akan diberikan SP kepada
pihak yang melanggar”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, sumber daya yang
dialokasikan adalah sumber daya manusia, berupa petugas lapangan yang diimbau
untuk mengawasi reklame yang terdaftar dan tidak terdaftar dan bekerja sama
dengan BAPENDA Kota Medan. Jika ditemukan reklame yang belum dibayar atau
reklame yang tidak didaftarkan izinnya, maka akan diberikan SP kepada pihak

yang melanggar.

Berikut wawancara yang dilakukan dengan Bapak Andika sebagai Kasi

Trantib Kecamatan Medan Petisah yang menjelaskan bahwa:

“Sumber dayanya berupa petugas dari tim Trantib dari Kecamatan Medan
Petisah, dimana tim kami itu akan melakukan monitoring wilayah, dimulai
dari Kepling yang melapor ke Kelurahan. Terus Lurah akan menurunkan
tim Trantib juga untuk memantau, jika ada dilaporkan ke Kecamatan. Tim
Trantib kami pun akan turun ke lapangan untuk memeriksanya”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, sumber dayanya
merupakan petugas dari tim Ketenteraman dan Ketertiban umum dari Kecamatan
untuk melakukan monitoring wilayah, dimulai dari Kepala Lingkungan yang
melaporkan ke Kelurahan. Kemudian Lurah akan menurunkan bagian Trantib untuk
memantau, lalu dilaporkan ke Kecamatan dan pihak Trantib Kecamatan Medan

Petisah akan turun ke lapangan untuk memeriksanya.

Berikut wawancara yang dilakukan dengan Ibu Siti Aisyah Lubis sebagai

Masyarakat yang menjelaskan bahwa:
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“Sumber dayanya orang-orang yang ditugaskan saja ke jalan buat
mengawasi dan menindak papan reklame yang tidak punya izin. Pertama
datanya itu Kepling yang melapor ke Kelurahan, terus ke Kecamatan”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, sumber daya yang
diberikan merupakan orang-orang yang ditugaskan ke jalan untuk mengawasi dan
menindak papan reklame yang ditemukan tidak memiliki izin. Data dan laporannya
diambil dari Kepling ke Kelurahan, kemudian Kelurahan ke Kecamatan Medan

Petisah.

Berikut wawancara yang dilakukan dengan Bapak Catur Trisno Dahono

sebagai Masyarakat yang menjelaskan bahwa:

“Setahu saya sumber dayanya lebih ke manusianya saja. Itulah staf atau
orang yang turun ke lapangan itu untuk mengawasi reklamenya. Kalau yang
lainnya kan lebih tahu orang Dinasnya atau lembaga yang mengurus
reklamenya”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, sumber daya merupakan
sumber daya manusia yaitu staf atau petugas yang diturunkan ke lapangan atau jalan

untuk mengawasi reklame yang didirikan dan menertibkan reklame tanpa izin.

Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan oleh peneliti dapat
disimpulkan bahwa, sumber daya yang diberikan baik dari pihak Dinas maupun
Kecamatan merupakan petugas yang diimbau untuk turun ke lapangan atau jalan
untuk melakukan monitoring dan pengawasan terkait papan reklame yang tidak

memiliki izin di Kota Medan, khususnya Kecamatan Medan Petisah.

b) Apakah sumber daya yang diberikan sudah mencukupi untuk menjalankan

tugas pengawasan dan penindakan?
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Berikut wawancara yang dilakukan dengan Ibu Rosana Simanjuntak, SE.,

MM.,, sebagai Ketua Tim Pelaksana, yang menjelaskan bahwa:

“Kalau saat ini sumber daya manusianya sudah mencukupi untuk
menjalankan pengawasan papan reklame ke lapangan. Kalau seperti dana
itu selalu kurang karena tergetnya itu setiap tahun itu naik, apalagi pihak
yvang punya reklame ini yang lupa bayar pajaknya”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, sumber daya manusia dari
pihak Dinas berupa petugas yang saat ini telah mencukupi dalam menjalankan tugas
pengawasan dan penindakan ke lapangan terhadap papan reklame tanpa izin.
Kemudian, sumber daya finansial selalu kurang dikarenakan target yang ingin

dicapai selalu naik.

Berikut wawancara yang dilakukan dengan Bapak Andika sebagai Kasi

Trantib Kecamatan Medan Petisah yang menjelaskan bahwa:

“Sumber dayanya yang petugas tadi sudah mencukupi kalau untuk
melakukan monitoring di wilayah Medan Petisah ini terkait penanganan
papan reklame tanpa izin tadi. Kadang kan juga kerja sama kami sama
orang Dinas atau BAPENDA-nya. Kalau sampai tahap pembongkaran,
Satpol PP lah yang gerak kesana”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, sumber daya yang
dialokasikan berupa petugas telah mencukupi dalam melakukan monitoring di
wilayah Medan Petisah terkait penanganan papan reklame tanpa izin, dan

melakukan kerja sama dengan Dinas atau lembaga lain.

Berikut wawancara yang dilakukan dengan Ibu Siti Aisyah Lubis sebagai

Masyarakat yang menjelaskan bahwa:

“Kalau itu mereka yang lebih tahu, setahu saya mungkin belum cukup yah,
entah itu orang-orangnya, dananya, sarananya. Karena kan bisa kita lihat
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sendiri sekarang saja masih ada reklame kayak papan billboard itu
dipasang sembarangan di jalan itu”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, sumber daya yang telah
dialokasikan baik manusia, finansial, ataupun sarana dalam melakukan pengawasan
dan penindakan terhadap papan reklame tanpa izin masih belum mencukupi. Hal

ini dapat dilihat dari banyaknya papan reklame yang berdiri di wilayah Kota Medan.

Berikut wawancara yang dilakukan dengan Bapak Catur Trisno Dahono
sebagai Masyarakat yang menjelaskan bahwa:

“Kalau dilihat harusnya belum mencukupi. Entah petugasnya atau dananya

mungkin masih kurang karena reklame itu kan banyak di jalan. Entah

masalah izinnya, pajaknya, lokasinya juga. Pokoknya orang yang turun ke
lapangan itu yang lebih tahu”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, sumber daya masih kurang.
Penyebabnya masih banyak reklame bermasalah yang didirikan di jalan.

Permasalahannya terletak di izin, pajak, ataupun lokasi yang didirikan.

Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan oleh peneliti dapat
disimpulkan bahwa, sumber daya yang berupa staf atau petugas untuk pengawasan
dari pihak Dinas dan Kecamatan saat ini telah mencukupi dalam melakukan
tindakan pengawasan dan penertiban, serta membangun kerja sama yang baik
dengan lembaga terkait penertiban dan pembongkaran papan reklame tanpa izin di
Kecamatan Medan Petisah. Akan tetapi, dana selalu kurang dan dari sudut pandang
masyarakat, sumber daya belum mencukupi dikarenakan masih ada reklame tanpa

izin yang didirikan di jalan, lapangan, atau gedung.

c) Bagaimana pihak lembaga melakukan proses pengawasan dan penertiban

reklame tanpa izin di Kecamatan Medan Petisah hingga saat ini?
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Berikut wawancara yang dilakukan dengan Ibu Rosana Simanjuntak, SE.,

MM.,, sebagai Ketua Tim Pelaksana, yang menjelaskan bahwa:

“Proses pengawasan itu harus dilakukan sesuai SOP ya. Medan ini dibagi
7 UPT atau wilayah, nanti kami ada membagi koordinator ke wilayah itu.
Koordinator itulah yang akan mengawasi sistem kerja petugas yang
diturunkan ke lapangan. Nah, caranya itu ketika ditemukan reklame yang
pajaknya belum berbayar, orang-orang yang punya reklame itu bakal
didatangi dan diimbau satu-persatu, lalu dimasukkan ke berita acara oleh
petugas lapangannya. Baru hasilnya itu diberikan ke koordinator, lalu
dilaporkan ke Kasubid Teknis, yang mana itu berupa bukti hasil kerja
bahwa telah dilakukan pengawasan terhadap reklame yang terpasang. Itu
kami kerja sama dengan BAPENDA, Kepolisian, kadang Perhubungan”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, dalam melakukan proses
pengawasan harus dilakukan sesuai dengan SOP, petugas yang turun ke lapangan
akan dibagi ke 7 UPT atau wilayah dan disusun koordinatornya per wilayah.
Koordinator akan mengawasi bagaimana sistem kerja yang dilakukan orang yang
diturunkan ke lapangan. Ketika ditemukan reklame yang pajaknya wajib dibayar,
maka orang yang memiliki reklame akan didatangi dan diimbau satu-persatu,
kemudian dimasukkan ke berita acara oleh petugas lapangan. Hasilnya akan
diberikan ke koordinator dan dilaporkan ke Kasubid Teknis berupa hasil kerja yang
dilakukan dimana telah dilakukan pengawasan terhadap reklame yang terpasang.
Pihak Dinas melakukan kerjasama dengan BAPENDA, Kepolisian, dan

Perhubungan.

Berikut wawancara yang dilakukan dengan Bapak Andika sebagai Kasi

Trantib Kecamatan Medan Petisah yang menjelaskan bahwa:

“Pengawasannya itu kami lakukan sepintas saja. Ketika kami mendapat
laporan atau kami yang menemukan reklame yang melanggar, maka akan
kami lapor dan didatangi Dinas atau BAPENDA, dan dilakukan penindakan
terhadap reklame bermasalah itu”.
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Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, pengawasan dilakukan
secara sepintas saja. Ketika mendapat laporan atau menemukan reklame yang
melanggar maka pihak Kecamatan akan melaporkan ke Dinas atau BAPENDA dan
mereka akan mendatangi pemilik reklame dan dilakukan penindakan terhadap

reklame yang melanggar tersebut.

Berikut wawancara yang dilakukan dengan Ibu Siti Aisyah Lubis sebagai

Masyarakat yang menjelaskan bahwa:

“Setahu saya proses pengawasan dan penertibannya itu petugas Dinas sana
yang turun ke lapangan untuk menertibkan reklame tanpa izin, dilakukanlah
tindakan sama reklamenya, terus yang punya reklame pun diberi imbauan
atau diperingati terkait permasalahan reklamenya ™.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, proses pengawasan dan
penertiban papan reklame tanpa izin di Kecamatan Medan Petisah dilakukan
dengan mengimbau pelaku usaha atau pemilik reklame dan melakukan tindakan ke

lapangan ketika mendapat laporan dari Kecamatan.

Berikut wawancara yang dilakukan dengan Bapak Catur Trisno Dahono

sebagai Masyarakat yang menjelaskan bahwa:

“Biasanya itu orang-orang Dinas yang turun, orang Kecamatan juga.
Merekalah yang mengawasi dan memantau reklame itu kalau dapat laporan
dari Kecamatan, itu per wilayah harusnya karena kan Medan ini luas, jadi
bagi tugas saja pas melakukan pengawasannya”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, pengawasan dan penertiban
diawali dengan Dinas yang mendapat laporan dari Kecamatan dan diturunkan tim
ke lokasi reklame yang bermasalah dengan pihak Kecamatan untuk melakukan

pengawasan.
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Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan oleh peneliti dapat
disimpulkan bahwa, baik dari pihak Dinas maupun pihak Kecamatan melakukan
proses pengawasan sesuai SOP yang dikeluarkan. Ketika menemukan laporan
terkait berdirinya reklame tanpa izin maka akan dilakukan penindakan ke lapangan
untuk menertibkan reklame tanpa izin tersebut dan mengimbau masyarakat dan

pelaku usaha reklame tersebut.

d) Apa saja kendala yang dihadapi ketika menambah sumber daya untuk

pelaksanaan penertiban reklame tanpa izin di Kecamatan Medan Petisah?

Berikut wawancara yang dilakukan dengan Ibu Rosana Simanjuntak, SE.,

MM., sebagai Ketua Tim Pelaksana, yang menjelaskan bahwa:

“Kalau kendala itu paling kesadaran masyarakatnya agar membayar pajak
reklamenya, misalkan ada suatu pengusaha yang mendaftarkan reklame
untuk mengenalkan usahanya ke khalayak umum, nah mereka kan dapat
keuntungan dari reklame tersebut. Dana pajak itu pun bisa jadi sumber
daya kami untuk bekerja atau bukti hasil kerja kami. Cuma mereka sering
lupa dalam membayar pajak, kadang pun petugas yang datang mau
berantam sama mereka”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, kendala yang dihadapi ketika
menambah sumber daya untuk pelaksanaan penertiban reklame tanpa izin
merupakan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak reklame, misalnya ketika
suatu pengusaha mendaftarkan reklame untuk mengenalkan produknya ke khalayak
umum, mereka mendapat keuntungan dari reklame tersebut. Akan tetapi, mereka
sering lupa akan kesadaran dalam membayar pajak dan terkadang adu mulut dengan
petugas yang datang untuk mengimbau mereka untuk membayar wajib pajak

reklame.
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Berikut wawancara yang dilakukan dengan Bapak Andika sebagai Kasi

Trantib Kecamatan Medan Petisah yang menjelaskan bahwa:

“Kendala menambah sumber daya sih tidak ada, cuma masyarakat atau
pelaku usaha itu yang kurang memahami peraturannya, bahkan
mengabaikannya. Ini juga menyulitkan kami dalam upaya penertiban
reklame. Maunya ada sosialisasi yang lebih intensif sama penanganan
reklame tanpa izin ini”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, kendala yang dihadapi ketika
menambah sumber daya untuk pelaksanaan penertiban reklame tanpa izin
merupakan masih banyak masyarakat dan pelaku usaha yang kurang memahami
atau mengabaikan peraturan terkait pemasangan reklame. Hal ini menyulitkan
upaya penertiban dan memerlukan upaya sosialisasi yang lebih intensif terhadap

penanganan reklame tanpa izin tersebut.

Berikut wawancara yang dilakukan dengan Ibu Siti Aisyah Lubis sebagai

Masyarakat yang menjelaskan bahwa:

“Kendalanya saya kurang tahu juga. Orang-orang Dinas itu yang lebih
tahu, kalau terkait perizinan mungkin prosesnya yang ribet bagi masyarakat
atau bahkan tidak mengetahuinya, atau masyarakatnya yang belum bayar
pajak reklamenya”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, sering kali masyarakat atau
pelaku usaha tidak membayar wajib pajak dan mempersulit upaya penertiban,
meskipun syarat dan ketentuan telah di bagikan baik di Dinas yang mengeluarkan
perizinan, maupun media sosial dari lembaga tersebut. Selain itu, masyarakat yang

merasa prosesnya rumit dan bahkan tidak mengetahui syarat dan prosesnya.

Berikut wawancara yang dilakukan dengan Bapak Catur Trisno Dahono

sebagai Masyarakat yang menjelaskan bahwa:
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“Menurut saya itu lebih ke anggaran mungkin. Penambahan sumber daya,
seperti sumber daya manusia dan infrastruktur kan perlu anggaran yang
besar. Mungkin keterbatasan anggaran Pemerintah Daerah yang menjadi
kendala dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Kurangnya sarana tentu jadi
berpengaruh ke proses penertiban reklamenya”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, kendala yang dihadapi terkait
dengan keterbatasan anggaran dari Pemerintah Daerah. Hal ini diperlukan untuk
penambahan sumber daya manusia ataupun infrastruktur dan berpengaruh ke proses

pelaksanaan penertiban reklame tanpa izin.

Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan oleh peneliti dapat
disimpulkan bahwa, baik dari pihak Dinas maupun pihak Kecamatan memiliki
kendala yang hampir mirip, yaitu masyarakat yang lupa dengan kesadaran untuk
membayar pajak reklame dan mendirikan reklame tanpa izin, yang menyulitkan
mereka untuk melakukan penertiban terhadap reklame tersebut. Selain itu, proses

pengurusan yang dirasa rumit bagi masyarakat dan kurangnya anggaran.

e) Menurut bapak/ibu, bagaimana sejauh ini penggunaan sumber daya yang telah

dialokasikan untuk penanganan reklame tanpa izin?

Berikut wawancara yang dilakukan dengan Ibu Rosana Simanjuntak, SE.,

MM., sebagai Ketua Tim Pelaksana, yang menjelaskan bahwa:

“Sejauh ini penggunaan sumber daya seperti dana sudah terpakai dengan
baik. Terkadang juga kurang karena selain pengawasan reklame, perlu juga
untuk hal lain seperti permbangunan jalan, rumah sakit, sama
pembangunan lain untuk Kota Medan. Karena seperti yang saya sudah
bilang sebelumnya target dari BAPENDA itu selalu naik setiap tahunnya,
makanya kami selalu mengimbau masyarakat itu untuk membayar pajak
reklame”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, sejauh ini penggunaan

sumber daya yang telah dialokasikan itu telah terpakai dengan baik. Terkadang juga
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kurang dikarenakan selain untuk pengawasan reklame, Pendapatan Asli Daerah
(PAD) dialokasikan juga untuk hal lain seperti pembangunan jalan, pembangunan
rumah sakit, dan pembangunan lain untuk Kota Medan. Target dari BAPENDA
selalu naik setiap tahun, oleh sebab itu kami terus mengimbau masyarakat untuk

membayar pajak reklame.

Berikut wawancara yang dilakukan dengan Bapak Andika sebagai Kasi

Trantib Kecamatan Medan Petisah yang menjelaskan bahwa:

“Sejauh ini sumber dayanya dimanfaatkan secara optimal, meskipun
dengan berbagai keterbatasan. Personel kami juga rutin melakukan patroli
dan pengawasan di wilayah Kecamatan Medan Petisah untuk mendeteksi
keberadaan reklame tanpa izin. Kadang juga berkoordinasi dengan pihak
terkait untuk penggunaan alat berat dalam pembongkaran reklame
berukuran besar”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, dalam upaya penanganan
reklame tanpa izin di Kecamatan Medan Petisah, mereka telah memanfaatkan
sumber daya yang dialokasikan secara optimal, meskipun dengan berbagai
keterbatasan. Personel Trantib secara rutin melakukan patroli dan pengawasan di
seluruh wilayah Kecamatan untuk mendeteksi keberadaan reklame tanpa izin.
Dalam beberapa kasus, mereka juga berkoordinasi dengan pihak terkait untuk

penggunaan alat berat dalam pembongkaran reklame berukuran besar.

Berikut wawancara yang dilakukan dengan Ibu Siti Aisyah Lubis sebagai

Masyarakat yang menjelaskan bahwa:

“Menurut saya sejauh ini penggunaan sumber daya belum sepenuhnya
efektif. Masih banyak reklame tanpa izin yang bertebaran di berbagai sudut
kota, seperti Petisah ini. Pengawasan juga lebih ditingkatkan agar reklame
itu tidak menjamur. Masyarakat juga harus sadar agar tidak menimbulkan
permasalahan kalau mau buat reklame”.
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Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, pemanfaatan sumber daya
belum optimal. Reklame tanpa izin masih banyak bertebaran dan pengawasan perlu
untuk ditingkatkan lagi. Masyarakat juga perlu disadarkan untuk tidak melakukan

pelanggaran dalam mendirikan suatu papan reklame.

Berikut wawancara yang dilakukan dengan Bapak Catur Trisno Dahono

sebagai Masyarakat yang menjelaskan bahwa:

“Kalau itu saya kurang tahu. Kalau saya lihat reklame tanpa izin itu masih
ada sampai sekarang, berarti kan belum efektif penanganan reklame tanpa
izinnya. Makanya pengawasan dan penertiban itu perlu juga ditingkatkan

lagi”.
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, penggunaan sumber daya

belum efektif dalam penanganan reklame tanpa izin. Perlu untuk meningkatkan

pengawasan dan penertiban agar pelanggarannya bisa berkurang dan tuntas.

Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan oleh peneliti dapat
disimpulkan bahwa, sejauh ini penggunaan sumber daya yang dialokasikan untuk
penanganan reklame tanpa izin di Kecamatan Medan Petisah telah digunakan
dengan baik meskipun dengan berbagai keterbatasan dan belum optimal. Oleh
karena itu masyarakat perlu untuk membayar pajak reklame mereka sehingga tidak
bermasalah sampai dilakukan penertiban dan pembongkaran reklame. Pengawasan

dan pemantauan juga perlu untuk ditingkatkan agar tidak ada lagi pelanggaran.
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4.1.3 Adanya Komunikasi antar organisasi

Komunikasi ini penting untuk memahami bagaimana informasi mengalir
dan mempengaruhi implementasi Perwal Kota Medan Nomor 17 Tahun 2019.
Komunikasi dilakukan antara lembaga satu dengan yang lainnya untuk memastikan

pemahaman yang jelas tentang kebijakan, instruksi, dan laporan pelaksanaan.

a) Apakah ada komunikasi antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Medan dan Kecamatan Medan Petisah

dalam penanganan masalah reklame tanpa izin?

Berikut wawancara yang dilakukan dengan Ibu Rosana Simanjuntak, SE.,

MM., sebagai Ketua Tim Pelaksana, yang menjelaskan bahwa:

“Komunikasi tentunya ada dilakukan, baik dari Dinas ke Kecamatan, juga
sebaliknya. Ada pembagian lokasi menjadi 7 UPT atau wilayah, petugasnya
juga di bagi kerjanya sesuai lokasinya. Kalau tidak salah, Kecamatan
Medan Petisah itu UPT 3 bersama dengan Sunggal dan Helvetia. Nah,
wilayah itu berkoordinasi lah dengan Camat dan Lurah setempat, dilakukan
pertukaran informasi terkait data keseluruhan reklame yang didirikan”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, adanya komunikasi
dilakukan antara Dinas ke Kecamatan setempat maupun sebaliknya. Dinas tersebut
berkoordinasi dengan Camat dan Lurah setempat dan melakukan pertukaran
informasi terkait data reklame yang didirikan, baik yang berizin dan tidak berizin,
reklame yang tidak memenuhi syarat, dan PT atau masyarakat yang mendirikan

reklame tersebut.

Berikut wawancara yang dilakukan dengan Bapak Andika sebagai Kasi

Trantib Kecamatan Medan Petisah yang menjelaskan bahwa:
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“Biasanya masyarakat yang langsung ke Dinas dan BAPENDA untuk
mengurus pajak dan izin reklame, lalu koordinasi ke Kecamatan. Jika
Kecamatan menemukan reklame tanpa izin, bakal dilaporkan ke
BAPENDA, terus kerja sama dengan Dinas untuk memantau reklame”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, biasanya masyarakat
langsung ke DPMPTSP dan BAPENDA untuk mengurus pajak dan izin reklame,
lalu berkoordinasi ke Kecamatan. Jika Kecamatan menemukan reklame yang tidak

memiliki izin, maka akan dilaporkan ke BAPENDA dan DPMPTSP Kota Medan.

Berikut wawancara yang dilakukan dengan Ibu Siti Aisyah Lubis sebagai

Masyarakat yang menjelaskan bahwa:

“Kalau antar instansi mungkin ada, pihak Dinas sama Trantib Kecamatan
akan menurunkan petugas ke lokasi reklamenya untuk pengawasan. Mereka
menerima laporan dulu dari Kecamatan terus koordinasilah untuk

’

penindakan”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, komunikasi ada dilakukan
antara kedua lembaga tersebut. Bagian Trantib Kecamatan Medan Petisah akan
memonitoring lokasi, begitu menemukan reklame tanpa izin maka akan dilaporkan

ke DPMPTSP dan berkoordinasi untuk melakukan penindakan.

Berikut wawancara yang dilakukan dengan Bapak Catur Trisno Dahono

sebagai Masyarakat yang menjelaskan bahwa:

“Kalau saya lihat, harusnya ada. Merekakan sama-sama turun ke lapangan
untuk melakukan pemantauan dan mengimbau masyarakat. Sama lembaga
lain juga seperti BAPENDA, karena masalah reklame ini terkait biasanya
terkait pajak ini. Tentunya mereka sudah bertukar informasi tentang
reklame tanpa izin ini”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, komunikasi sudah dilakukan

antara DPMPTSP, Kecamatan, dan lembaga lain seperti BAPENDA. Lembaga
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terkait saling bekerja sama untuk melakukan pengawasan reklame dan

pengimbauan kepada masyarakat terkait reklame tanpa izin.

Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan oleh peneliti dapat
disimpulkan bahwa adanya komunikasi yang dilakukan antara DPMPTSP Kota
Medan dengan Kecamatan Medan Petisah, dimana pihak Dinas menurunkan
petugas ke wilayah Medan Petisah untuk melakukan proses pengawasan dan
berkoordinasi dengan Kecamatan untuk melakukan tindakan terhadap reklame

tersebut.

b) Apakah pertukaran informasi terkait data reklame seperti pelanggaran dan
tindakan yang telah diambil antara DPMPTSP dan Kecamatan Medan Petisah

lancar dan dilakukan secara berkala?

Berikut wawancara yang dilakukan dengan Ibu Rosana Simanjuntak, SE.,

MM., sebagai Ketua Tim Pelaksana, yang menjelaskan bahwa:

“Dulu pertukaran informasi tidak terlalu rutin, tetapi sekarang sudah dan
terus dilakukan. Dalam mendapat pajak reklame, pihak Dinas dan
BAPENDA harus koordinasi sama Lurah dan Camat setempat, karena
mereka yang mengetahui reklame mana yang tidak terdaftar atau tidak
sesuai dengan peraturan yang ditetapkan di daerahnya’.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, pertukaran informasi sudah
rutin dilakukan secara berkala. Mereka melakukan pertukaran informasi terkait data

reklame yang didirikan, baik yang terdaftar ataupun yang tidak terdaftar.

Berikut wawancara yang dilakukan dengan Bapak Andika sebagai Kasi

Trantib Kecamatan Medan Petisah yang menjelaskan bahwa:
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“Kami kalau bertukar informasi itu buat surat saja lalu dikirimlah sekalian
sama data ke Pihak Dinas untuk menindaklanjuti reklame tanpa izin atau
yang pajaknya belum beres, sampai saat ini pun terus dilakukan”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, pertukaran informasi
dilakukan sampai saat ini dengan membuat surat serta mengirim data ke pihak

DPMPTSP dan BAPENDA untuk menindaklanjuti papan reklame tanpa izin.

Berikut wawancara yang dilakukan dengan Ibu Siti Aisyah Lubis sebagai

Masyarakat yang menjelaskan bahwa:

“Kurang tahu juga, cuma kalau dari pengamatan di lapangan masih
banyak reklame tanpa izin yang berdiri, mungkin ada kendala dalam
pertukaran informasi. Maunya ada informasi mengenai data reklame,
Jjumlah pelanggaran, dan tindakan yang telah diambil yang bisa diakses
oleh publik biar transparan’.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, ada kendala dalam
melakukan pertukaran informasi antara pihak Kecamatan dan DPMPTSP.
Informasi terkait data reklame diharapkan bisa diakses oleh publik agar adanya
transparansi dan meningkatkan akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam

penertiban reklame.

Berikut wawancara yang dilakukan dengan Bapak Catur Trisno Dahono

sebagai Masyarakat yang menjelaskan bahwa:

“Jika masih banyak reklame yang melanggar aturan, masyarakat jadi
punya pandangan bahwa komunikasi antar organisasi masih belum
berjalan dengan lancar, entah itu pertukaran data atau info lain.
Harapannya sih ada juga komunikasi atau mengasih informasi ke
masyarakat”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, pertukaran informasi belum
berjalan secara lancar. Diharapkan ada juga pertukaran informasi antara Dinas,

Kecamatan, atau lembaga lain ke masyarakatnya.
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Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan oleh peneliti dapat
disimpulkan bahwa pertukaran informasi terkait data reklame belum sepenuhnya
lancar antara Dinas dan Kecamatan Medan Petisah, juga lembaga lain seperti
BAPENDA. Hal ini akan mempengaruhi proses penertiban papan reklame tanpa

izin di Kecamatan Medan Petisah.

c) Bagaimana bentuk kerja sama yang dilakukan antara DPMPTSP dan
Kecamatan Medan Petisah, atau lembaga lainnya dalam pelaksanaan tugas

pengawasan dan penindakan papan reklame tanpa izin?

Berikut wawancara yang dilakukan dengan Ibu Rosana Simanjuntak, SE.,

MM., sebagai Ketua Tim Pelaksana, yang menjelaskan bahwa:

“Pihak Dinas bagian perizinan reklame berkoordinasi dengan
BAPENDA. Pertama rapat dulu dengan petugas yang turun ke wilayah
Medan Petisah untuk membahas pemeriksaan yang akan dilakukan ke
lapangan”. Lalu seperti yang saya bilang tadi, tim kami dengan tim dari
Kecamatan kerja sama untuk memantau dan menindak reklame tanpa
izinnya”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, bentuk kerja sama yang
dilakukan itu diawali dengan Dinas bagian perizinan reklame yang berkoordinasi
dengan BAPENDA, melakukan rapat dengan petugas di wilayah atau UPT Medan
Petisah dalam melakukan pemeriksaan ke lapangan dan saling membantu dalam

melakukan pengawasan dan penindakan reklame tanpa izin.

Berikut wawancara yang dilakukan dengan Bapak Andika sebagai Kasi

Trantib Kecamatan Medan Petisah yang menjelaskan bahwa:

“Bentuk kerja samanya diawali dengan kami yang melakukan
pemeriksaan ke lapangan, lalu ketika ditemukan reklame tanpa izin
dilaporlah ke BAPENDA. Jika masalah pajaknya menunggak, pihak
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mereka dan Kecamatan sama-sama mengimbau pemilik reklame agar
membayar. Kalau terus berlanjut, reklamenya dipotong dan kerja sama
lagi sama Satpol PP

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, bentuk kerja sama yang
dilakukan adalah pihak Kecamatan melakukan pemeriksaan ke lapangan dan
ketika menemukan papan reklame tanpa izin, akan dilaporkan ke BAPENDA. Jika
reklamenya punya pajak yang menunggak, pihak BAPENDA dan Kecamatan
berkerja sama untuk mengimbau pemilik reklame untuk membayar pajak reklame.
Apabila hal ini terus berlanjut, maka akan dilaporkan ke Satpol PP agar dilakukan

pembongkaran terhadap reklame.

Berikut wawancara yang dilakukan dengan Ibu Siti Aisyah Lubis sebagai

Masyarakat yang menjelaskan bahwa:

“Kalau pengamatan saya, kerja samanya pihak Kecamatan dulu yang
melapor ke Dinas sama lembaga yang mengurus pajaknya. Lalu mereka
proses dan saling membantu juga ketika melakukan penindakan ke
lapangan, sama Satpol PP juga kalau mau dibongkar reklamenya”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, pthak Dinas dan Kecamatan
Medan Petisah, serta lembaga terkait seperti BAPENDA dan Satpol PP akan
berkerja sama dan berkoordinasi untuk melakukan monitoring dan pengawasan,

serta memproses penertiban reklame tanpa izin tersebut.

Berikut wawancara yang dilakukan dengan Bapak Catur Trisno Dahono

sebagai Masyarakat yang menjelaskan bahwa:

“Kerja samanya itu pihak Dinas sama Kecamatannya saling membantu
saat melakukan pengawasan bersama. Sama juga dengan Satpol PP atau
lembaga lain untuk membongkar reklame”.
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Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, pihak Dinas dan Kecamatan
saling membantu dan bersama-sama melakukan pengawasan, termasuk juga

lembaga lain seperti Satpol PP.

Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan oleh peneliti dapat
disimpulkan bahwa bentuk kerja sama yang dilakukan antara Dinas, Kecamatan,
dan lembaga lain seperti BAPENDA dan Satpol PP terus dilakukan dengan baik
dan saling membantu dalam melakukan pengawasan dan penindakan reklame

tanpa izin di Kecamatan Medan Petisah.

d) Apakah ada hambatan komunikasi yang sering dihadapi antara lembaga terkait?

Berikut wawancara yang dilakukan dengan Ibu Rosana Simanjuntak, SE.,

MM., sebagai Ketua Tim Pelaksana, yang menjelaskan bahwa:

“Kalau hambatan komunikasi antar instansi tidak ada, karena semua
lembaga terkait sudah sama-sama mengerti dan bisa langsung bekerja
sama untuk menangani reklame tanpa izin. Kalaupun ada hambatan, itu
antara Dinas sama masyarakatnya. Pihak Dinas kan harus menjelaskan
kepada yang belum mengetahui atau yang belum memahami syarat-syarat
mengeluarkan izin reklame, tetapi itu saja tetap dilanggar dari ketentuan
yang sudah diberikan”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, tidak ada hambatan
komunikasi antar lembaga. Hambatan komunikasi yang paling sering terjadi itu
antara Dinas dengan masyarakat, pithak Dinas harus memberikan penjelasan dan
pengertian kepada masyarakat yang belum mengetahui dan memahami syarat-
syarat untuk mengeluarkan izin reklame, dan terkadang masyarakat tetap

melanggar ketentuan yang sudah diberikan.
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Berikut wawancara yang dilakukan dengan Bapak Andika sebagai Kasi

Trantib Kecamatan Medan Petisah yang menjelaskan bahwa:

“Hambatan tidak ada dengan Dinas dan lembaga lain. Kami hanya
menjalankan sesuai SOP atau prosedur, saling bantu juga dengan lembaga
lain seperti Dinas dan BAPENDA untuk mengawasi dan menindak reklame
tanpa izin di Petisah ini”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, tidak ada hambatan
komunikasi dengan Dinas atau lembaga lainnya. Pihak Kecamatan hanya
menjalankan sesuai SOP atau prosedur dan saling membantu dengan lembaga lain

dalam mengawasi dan menindak reklame tanpa izin di Medan Petisah.

Berikut wawancara yang dilakukan dengan Ibu Siti Aisyah Lubis sebagai

Masyarakat yang menjelaskan bahwa:

“Hambatan komunikasi antar lembaga saya kurang tahu ya. Entah mereka
ada kendala atau tidak. Hanya saja untuk masyarakatnya sepertinya ada,
karena kita lihatlah masyarakat atau pelaku usaha itu tetap melakukan
pelanggaran entah karena tidak mengetahui Perwal dan syarat dari Dinas,
atau mereka tidak paham sama aturannya, atau memang ingin melanggar
saja’.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, hambatan komunikasi antar
lembaga tidak ada, melainkan komunikasi dengan masyarakat terdapat hambatan,

dapat dilihat dari masyarakat atau pelaku usaha yang tetap melakukan pelanggaran

reklame tanpa izin dengan berbagai hal.

Berikut wawancara yang dilakukan dengan Bapak Catur Trisno Dahono

sebagai Masyarakat yang menjelaskan bahwa:

“Saya kurang tahu kalau hambatan komunikasi mereka, mungkin saja
koordinasi mereka kurang efektif atau respon terhadap laporan
pelanggarannya juga lambat. Makanya papan reklame tanpa izin itu masih
ada yang berdiri. Tapi yah, mereka yang lebih tahu masalahnya”.
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Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, diperkirakan hambatannya
dikarenakan koordinasi antar lembaga yang kurang efektif dan respon terhadap
laporan terkait pelanggaran reklame yang lambat, sehingga reklame yang

bermasalah tetap ada.

Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan oleh peneliti dapat
disimpulkan bahwa tidak ada hambatan komunikasi yang terjadi antar lembaga
terkait, melainkan hambatan komunikasi terjadi antara Dinas dengan masyarakat

yang melakukan pelanggaran dan mengabaikan ketentuan dan imbauan dari Dinas.

e) Bagaimana DPMPTSP menjaga komunikasi dengan organisasi atau instansi

terkait seperti Kecamatan Medan Petisah, dan lembaga lainnya?

Berikut wawancara yang dilakukan dengan Ibu Rosana Simanjuntak, SE.,

MM., sebagai Ketua Tim Pelaksana, yang menjelaskan bahwa:

“Kami terus berupaya membangun komunikasi yang efektif melalui
beberapa cara seperti secara berkala melakukan rapat koordinasi dengan
instansi terkait. Dalam rapat itu akan dibahas berbagai isu terkait
penertiban papan reklame, baik perizinannya, pengawasan, atau
penindakannya. Apalagi Dinas sama BAPENDA satu gedung disini, jadi
komunikasinya jadi lebih mudah kalau membahas pengurusan perizinan
atau pembayaran pajak reklame. Ini juga harusnya sudah memudahkan
masyarakat kalau mau mengurus izin reklame yang sesuai syarat”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, DPMPTSP berupaya
membangun komunikasi yang efektif melalui beberapa cara seperti secara berkala
mengadakan rapat koordinasi dengan instansi terkait untuk membahas berbagai
masalah yang berkaitan dengan penertiban reklame. Terutama karena DPMPTSP

dan BAPENDA berada dalam satu tempat, komunikasi menjadi lebih mudah dalam
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membahas pengurusan perizinan dan pembayaran pajak reklame dan memudahkan

masyarakat dalam mendirikan reklame yang sesuai syarat dan ketentuan.

Berikut wawancara yang dilakukan dengan Bapak Andika sebagai Kasi

Trantib Kecamatan Medan Petisah yang menjelaskan bahwa:

“Komunikasi itu sangat penting untuk pelaksanaan tugas kami ini. Kalau
kami melakukan rapatlah untuk membahas penertiban reklamenya, disusun
rencana, saling bagi info. Nah, pas ke lapangan kami selalu berkoordinasi
biar tidak ada konflik di lokasi kerja, sesuai prosedur masing-masing”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, komunikasi yang efektif
dengan instansi terkait sangat penting dalam pelaksanaan tugas mereka, terutama
dalam penertiban reklame tanpa izin. Pihak Kecamatan membangun dan menjaga
komunikasi melalui beberapa cara, seperti melakukan rapat rutin dalam membahas
berbagai isu terkait penertiban reklame, berbagi informasi, dan menyusun rencana
pengawasan bersama. Saat melakukan penertiban reklame di lapangan, mereka
saling berkoordinasi untuk memastikan keamanan dan kelancaran kegiatan, serta

memastikan penertiban dilakukan sesuai prosedur.

Berikut wawancara yang dilakukan dengan Ibu Siti Aisyah Lubis sebagai

Masyarakat yang menjelaskan bahwa:

“Cara membangunnya yah Kecamatan sama Kelurahan bagi-bagi informasi
dulu untuk mendata reklame di kawasan sekitarnya. Lalu Kecamatan sama
Dinas atau dengan lembaga lain diskusi dan kerja sama ketika mengawas
atau menertibkan reklame, kalau bisa fast respon. Jadi komunikasi itu terjaga
terus dan pelaksanaan kerja jadi lancar”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, Kecamatan dan Kelurahan
harus bekerja sama dengan baik dalam mendata reklame, kemudian Kecamatan dan

Dinas dan lembaga lainnya bekerja sama dalam melakukan pengawasan dan
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penertiban reklame dengan diskusi atau rapat rutin ketika turun ke lapangan
bersama. Hal ini dilakukan agar komunikasi terus terjaga dan proses penertiban

reklame tanpa izin pun dapat terlaksana dengan lancar.

Berikut wawancara yang dilakukan dengan Bapak Catur Trisno Dahono

sebagai Masyarakat yang menjelaskan bahwa:

“Menurut saya jika mereka menjaga komunikasi sama lembaga lain, berarti
mereka mengutamakan komunikasi itukan sebagai bagian integral dari
strategi pelayanan mereka. Entah aktif melakukan sosialisasi terkait
peraturan terbaru, tentang perizinan atau investasi, yang diurus mereka
juga. Apalagi teknologi sekarang makin canggih, sudah banyak alternatif
mau melakukan komunikasi”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, DPMPTSP menjaga
komunikasi dengan lembaga lain dengan memprioritaskan komunikasi sebagai
aspek penting dari dari strategi pelayanan organisasi. Caranya dengan aktif
melakukan sosialisasi terkait peraturan perizinan reklame dan memanfaatkan

teknologi agar komunikasi berjalan dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan oleh peneliti dapat
disimpulkan bahwa masing-masing lembaga terus menjaga komunikasi berjalan
dengan baik dan lancar, agar terlaksananya proses penertiban papan reklame tanpa
izin dan tercapainya tujuan dari Peraturan Walikota Medan Nomor 17 Tahun 2019

dalam menjaga tata ruang kota secara maksimal.
4.1.4 Adanya karakteristik badan pelaksana

Karakteristik badan pelaksana menjadi aspek penting untuk memahami
proses pengelompokan dan analisis ciri-ciri atau sifat-sifat dari pihak-pihak

yang bertanggung jawab dalam menjalankan peraturan tersebut. Hal ini
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bertujuan untuk memahami bagaimana karakteristik tersebut mempengaruhi

efektivitas implementasi kebijakan.

a) Bagaimana struktur organisasi yang menangani masalah reklame tanpa izin di

masing-masing instansi?

Berikut wawancara yang dilakukan dengan Ibu Rosana Simanjuntak, SE.,

MM., sebagai Ketua Tim Pelaksana, yang menjelaskan bahwa:

“Untuk mengurus izin reklame kan di DPMPTSP bagian perizinan, bayar

pajaknya di BAPENDA. Kalau menangani reklame tanpa izin atau yang
bermasalah ke tahap pembongkaran, itu kami ada namanya tim khusus,
namanya tim bongkar. Tim ini yang datang dulu untuk menangani reklame
bermasalah itu. Satpol PP itu kan tidak selalu turun ke lapangan untuk
mengurus reklame, mereka pun harus punya dasar juga seperti surat izin,
kalau tidak masyarakat nanti bingung dan bertanya-tanya kenapa
reklamenya dibongkar”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, dalam DPMPTSP dan
BAPENDA, mereka juga memiliki tim khusus dalam menangani reklame tanpa izin
atau yang bermasalah yang dinamakan tim bongkar. Dalam melakukan
pembongkaran reklame, Satpol PP tidak selalu turun ke lapangan karena mereka

harus punya dasar berupa surat izin untuk membongkarnya.

Berikut wawancara yang dilakukan dengan Bapak Andika sebagai Kasi

Trantib Kecamatan Medan Petisah yang menjelaskan bahwa:

“Untuk menangani reklame tanpa izin, bagian Ketenteraman dan
Ketertiban Umum yang turun ke lapangan. Itu harus dapat laporan dulu
dari Kelurahan atau pada saat pemantauan ditemukan, bersama dengan
orang Dinas, atau dengan BAPENDA-nya kalau masalah sama pajaknya’.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dalam menangani reklame

tanpa izin, bagian Ketenteraman dan Ketertiban Umum akan turun ke lapangan



77

setelah mendapat laporan dari Kelurahan. Bagian Trantib akan bergerak untuk

melakukan pengecekan dan bekerja sama dengan Dinas dan lembaga lainnya.

Berikut wawancara yang dilakukan dengan Ibu Siti Aisyah Lubis sebagai

Masyarakat yang menjelaskan bahwa:

“Saya tidak mengetahui struktur organisasi mereka, cuma setahu saya kalau
ke jalan itu yang gerak bagian Trantib Kecamatan. Kalau kedapatan bakal
dilaporkan ke BAPENDA, kerja samalah mereka untuk menangani reklame
tanpa izin itu, kalau masalahnya rumit, kerja sama lagi sama lembaga lain
entah Satpol PP atau Perhubungan”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, bagian Trantib yang akan
melakukan pengecekan terlebih dahulu dan apabila ditemukan reklame ilegal, akan
dilaporkan ke BAPENDA atau lembaga lain lalu berkoordinasi dalam menertibkan
reklame bermasalah tersebut.

Berikut wawancara yang dilakukan dengan Bapak Catur Trisno Dahono

sebagai Masyarakat yang menjelaskan bahwa:

“Saya tidak mengetahui perangkat kerja mereka. Paling petugas di bagian

yang terkait reklame ini yang turun untuk mengawasi, entah dari Dinas atau
Trantib Kecamatan. Kalau membongkar papan reklame, Satpol PP yang
gerak jadinya”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, petugas dari Dinas dan
Kecamatan yang akan bergerak ke jalan untuk mengawasi reklame, jika masuk ke
tahap pembongkaran maka Satpol PP yang akan melaksanakan tindakan

pembongkaran terhadap papan reklame tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan oleh peneliti dapat

disimpulkan bahwa pihak lembaga memiliki tim khusus sendiri dalam melakukan
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penertiban papan reklame tanpa izin. Terutama Dinas yang memiliki tim bongkar
sendiri dan bekerja sama dengan tim Trantib Kecamatan dan lembaga lainnya.
b) Apakah ada program pelatihan dalam meningkatkan kompetensi para staf dalam

menangani papan reklame tanpa izin?

Berikut wawancara yang dilakukan dengan Ibu Rosana Simanjuntak, SE.,

MM., sebagai Ketua Tim Pelaksana, yang menjelaskan bahwa:

“Baru-baru ini kami baru membentuk Unit Pelatihan Juru Sita yang
tugasnya memberi imbauan ke masyarakat untuk bayar pajak reklame sama
mengurus perizinan. Mereka diberi pelatihan supaya punya dasar atau
pedoman, atau pengetahuan prosedurnyalah bilang ketika kerja di

>

lapangan. Unitnya sudah dibentuk dari Januari kemarin”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, bahwa ini telah dibentuk
sejak Januari 2025 berupa Unit Pelatihan Juru Sita yang bertugas untuk
pengimbauan masyarakat untuk membayar pajak reklame dan mengurus perizinan
reklame. Mereka diberi pelatihan untuk memiliki dasar, pedoman, dan pengetahuan

prosedur kerja ketika turun ke lapangan.

Berikut wawancara yang dilakukan dengan Bapak Andika sebagai Kasi

Trantib Kecamatan Medan Petisah yang menjelaskan bahwa:

“Kami tidak ada program pelatihan, cuma turun ke jalan saja sekalian
mendata reklame untuk dilaporkan, tentunya sesuai prosedur kerja”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, bahwa pihak Kecamatan
tidak ada melakukan program pelatihan dalam meningkatkan kompetensi para staf

dalam menangani papan reklame tanpa izin di Kecamatan Medan Petisah.

Berikut wawancara yang dilakukan dengan Ibu Siti Aisyah Lubis sebagai

Masyarakat yang menjelaskan bahwa:
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“Sepertinya tidak ada, tapi pihak Kecamatan yang lebih tahu. Mungkin
baru dilakukan atau mereka ada sosialisasi sendiri”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, bahwa tidak adanya
dilakukan program pelatihan untuk para staf Kecamatan Medan Petisah dalam

menangani papan reklame tanpa izin.

Berikut wawancara yang dilakukan dengan Bapak Catur Trisno Dahono

sebagai Masyarakat yang menjelaskan bahwa:

“Saya kurang mengetahui apa ada program pelatihan untuk staf atau
tidak”. Harusnya kalau untuk kerja ke lapangan begitu harus ada”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, beliau tidak mengetahui
adanya program pelatihan untuk kompetensi para staf di Kecamatan Medan Petisah.
Beliau berharap pihak Kecamatan punya program pelatihan agar dapat

meningkatkan kompetensi para staf Kecamatan.

Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan oleh peneliti dapat
disimpulkan bahwa pihak Dinas memiliki unit pelatihan yang baru dibentuk,
sementara Kecamatan Medan Petisah tidak memiliki program pelatihan tersendiri

dalam melakukan penertiban papan reklame tanpa izin.

c) Apakah ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi motivasi dan komitmen

kerja para staf, seperti penghargaan dan sanksi?

Berikut wawancara yang dilakukan dengan Ibu Rosana Simanjuntak, SE.,

MM., sebagai Ketua Tim Pelaksana, yang menjelaskan bahwa:

“Kalau penghargaan terkadang ada. Dulu penghargaan rutin diberikan,
cuma 2 tahun belakangan ini tidak ada, mungkin karena dana juga. Kalau
hadiah atau reward gitu, ada diberikan ke koordinator yang berprestasi
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karena mampu dia mendapat pajak yang lebih banyak dari koordinator lain.
Kalau sanksi, bakal dikasih SP ke pegawai yang melanggar. Contohnya ada
pegawai yang melakukan pelanggaran pajak, dia membayarkan pajak yang
punya reklame. Nah, peraturan kami karyawan tidak diperbolehkan
membayar pajaknya, harus dari pihak yang mendaftar”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, adanya faktor yang
mempengaruhi motivasi seperti penghargaan, hadiah, atau reward yang diberikan
kepada koordinator yang berprestasi, serta sanksi bagi pegawai yang melakukan

pelanggaran pajak dan peraturan dari Badan itu sendiri.

Berikut wawancara yang dilakukan dengan Bapak Andika sebagai Kasi

Trantib Kecamatan Medan Petisah yang menjelaskan bahwa:

“Kami tidak ada faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi dan komitmen
kerja. Pokokya staf dan pegawai samalah disini, sudah dianggap keluarga
dan saudara, dan saling berhubungan baik dengan sesama”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, tidak ada faktor-faktor yang
mempengaruhi motivasi dan komitmen para kerja staf. Semua staf dan karyawan
Kecamatan Medan Petisah sudah dianggap sama seperti keluarga dan saudara

sendiri dan saling berhubungan baik.

Berikut wawancara yang dilakukan dengan Ibu Siti Aisyah Lubis sebagai

Masyarakat yang menjelaskan bahwa:

“Saya kurang tahu entah ada penghargaan atau sanksi. Kalau dalam suatu
instansi biasanya ada, tetapi orang Kecamatan yang lebih tahu”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, beliau tidak mengetahui
faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi dan komitmen para kerja staf. Semua
staf dan karyawan Kecamatan Medan Petisah hanya melakukan tugas di bidang

masing-masing.



81

Berikut wawancara yang dilakukan dengan Bapak Catur Trisno Dahono

sebagai Masyarakat yang menjelaskan bahwa:

“Saya tidak mengetahui apakah ada penghargaan atau sanksi. Kalaupun
ada malah bagus, seimbang dia antara penghargaan dan sanksi.
Penghargaan itu bukan cuma soal uang, bisa kenaikan gaji atau promosi,
yvang penting ada pengakuan atas kerja keras mereka. Sanksi juga perlu,
tapi harus sesuai kesalahan mereka. Kalau ada yang melanggar, ya harus
ditindak tegas, supaya yang lain juga jera’.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, beliau tidak mengetahui
apakah ada faktor-faktor seperti penghargaan atau sanksi, beliau berharap faktor-
faktor tersebut ada agar mempengaruhi komitmen kerja para staf dan dilakukan

secara seimbang.

Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan oleh peneliti dapat
disimpulkan bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi motivasi dan
komitmen kerja para staf, seperti penghargaan dan sanksi hanya ada di Dinas
dimana pemberian penghargaan saat ini sudah jarang dilakukan dan hanya

memberikan reward ke pegawai yang kinerjanya lebih bagus.

d) Apa saja strategi yang harus digunakan oleh instansi terkait dalam

meningkatkan kesadaran masyarakat tentang akibat reklame tanpa izin?

Berikut wawancara yang dilakukan dengan Ibu Rosana Simanjuntak, SE.,

MM., sebagai Ketua Tim Pelaksana, yang menjelaskan bahwa:

“Meningkatkan kesadaran masyarakat itu sangat penting ya terkait dampak
negatif dari reklame tanpa izin ini. Strategi sih kami menggunakan media
sosial untuk membagi informasi tentang pengurusan izin reklame. Terus jika
ada masyarakat yang masih bingung boleh bertanya langsung pada saat
mengurus ke Dinas atau dari layanan online kami”.
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Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, pihak Dinas menerapkan
beberapa strategi, antara lain: memanfaatkan media sosial untuk membagikan
informasi dan menjawab pertanyaan masyarakat atau pelaku usaha yang belum

memahami terkait mengurus izin reklame.

Berikut wawancara yang dilakukan dengan Bapak Andika sebagai Kasi

Trantib Kecamatan Medan Petisah yang menjelaskan bahwa:

“Kami tidak ada strategi khusus. Cuma reklame inikan sering terkait sama

pembayaran pajaknya, jadi langsung susun rencana saja nanti kami yang
bagian Trantib, berkoordinasi dengan Kepling, Kelurahan, sama lembaga
lain untuk mengimbau masyarakat tentang peraturan pemasangan
reklame”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan Kecamatan tidak memiliki
strategi khusus. Permasalahan reklame lebih sering terkait dengan dengan
pembayaran wajib reklame, oleh karena itu bagian Trantib menjalin kerja sama
dengan Kepling, Kelurahan dan lembaga lainnya dalam mengimbau masyarakat

tentang peraturan pemasangan reklame.

Berikut wawancara yang dilakukan dengan Ibu Siti Aisyah Lubis sebagai

Masyarakat yang menjelaskan bahwa:

“Kalau strategi saya kurang mengetahui ya. Setahu saya, pihak
Kecamatan paling melakukan pengecekan sama lembaga lain seperti
Dinas, terus mengimbau pemilik reklamenya agar wajib bayar pajak atau
mengurus izin reklamenya. Kerja sesuai SOP mereka pokoknya ™.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, pihak Kecamatan hanya
melakukan pekerjaan sesuai prosedur. Pihak Kecamatan melakukan pengecekan
dan pengawasan bersama lembaga lain dan mengimbau masyarakat agar selalu

membayar wajib pajak reklame dan mengurus izin reklame.
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Berikut wawancara yang dilakukan dengan Bapak Catur Trisno Dahono

sebagai Masyarakat yang menjelaskan bahwa:

“Strategi yah mereka mungkin ada. Mereka lebih tahu rencana mereka,
cara mereka mengajak yang punya reklame itu bagaimana nanti, terus
saling membantu dengan Kelurahan atau instansi lain. Sama-sama bagi
kerjalah nanti”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, pihak Kecamatan saling
membantu dengan Kelurahan atau lembaga lain dalam menyadarkan masyarakat

terkait dengan akibat reklame tanpa izin.

Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan oleh peneliti dapat
disimpulkan bahwa masing-masing lembaga menjalankan strategi tersendiri dalam
meningkatkan kesadaran masyarakat akan akibat reklame tanpa izin, serta
melakukan pengecekan seperti biasanya dan mengimbau masyarakat agar

memenuhi syarat perizinan reklame.

e) Menurut bapak/ibu, apa saran yang dapat diberikan kepada lembaga terkait
untuk memenuhi karakteristik organisasi yang ideal dalam melaksanakan

kebijakan penertiban reklame di Kota Medan?

Berikut wawancara yang dilakukan dengan Ibu Rosana Simanjuntak, SE.,

MM., sebagai Ketua Tim Pelaksana, yang menjelaskan bahwa:

“Saya harap lembaga seperti Dinas bisa mengajak masyarakat agar
pengawasan dan penertiban reklame itu terus berjalan. Masyarakatnya
juga harus aktif berpartisipasi juga, contohnya mereka bisa membentuk
kelompok-kelompok yang peduli reklame dan tatanan kota. Terus pegawai
atau staf Dinas harus selalu mematuhi aturan yang berlaku, jadikan bisa
tercapai tujuan Perwal tadi”.
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Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, beliau memiliki beberapa
saran yaitu: melibatkan masyarakat dalam pengawasan dan penertiban reklame
melalui pembentukan kelompok-kelompok masyarakat peduli reklame, serta
diharapkan pegawai dan staf mematuhi aturan yang berlaku dalam mencapai tujuan
kebijakan Peraturan Walikota Medan Nomor 17 Tahun 2019 agar tercipta tata ruang

kota yang aman dan indah.

Berikut wawancara yang dilakukan dengan Bapak Andika sebagai Kasi

Trantib Kecamatan Medan Petisah yang menjelaskan bahwa:

“Saran saya yah semua pegawai baik Kecamatan atau instansi mana pun
selalulah mematuhi aturan dan bekerja sesuai SOP. Masyarakat pun harus
patuh juga kalau mau buat papan reklame pakai izin yang resmi, pajak
dibayar, ukuran dan lokasinya sesuai syarat. Jadikan Kota Medan jadi tidak
semak dan tertata gitu”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, beliau berharap para staf dan
pegawai lembaga baik dari Kecamatan, DPMPTSP, dan lembaga lainnya selalu

mematuhi aturan dan bekerja sesuai SOP dan mematuhi aturan yang diberikan.

Berikut wawancara yang dilakukan dengan Ibu Siti Aisyah Lubis sebagai

Masyarakat yang menjelaskan bahwa:

“Saran saya orang Dinas atau Kecamatan harus selalu bekerja dengan
baik, melakukan pekerjaan itu harus terbuka atau transparan. Selalu aktif
mengimbau masyarakat agar patuh dengan ketentuan dari pembuatan izin
reklame, itu saja sih sarannya”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, para petugas baik dari staf
maupun lembaga manapun bekerja dengan baik, selalu mematuhi aturan, dan

melakukan pekerjaan secara terbuka atau transparan. Beliau juga berharap
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Kecamatan dapat mengimbau masyarakat untuk mematuhi syarat-syarat membuat

izin reklame.

Berikut wawancara yang dilakukan dengan Bapak Catur Trisno Dahono

sebagai Masyarakat yang menjelaskan bahwa:

“Sebelum penertiban, perlu ada juga sosialisasi yang intensif kepada
masyarakat dan pelaku usaha. Mereka perlu tahu aturan-aturan yang
berlaku. Kebijakan Perwal itu saja belum tentu semua tahu itu ada. Terus
berkomunikasi dengan pihak periklanan dan pemilik gedung, supaya proses
penertiban berjalan dengan lancar."

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, perlu ada sosialisasi kepada
masyarakat dan pelaku usaha untuk menjelaskan aturan dan kebijakan yang
berlaku, serta berkomunikasi dengan baik kepada pihak periklanan dan pemilik

gedung sehingga proses penertiban pun lancar dan terarah.

Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan oleh peneliti dapat
disimpulkan bahwa untuk memenuhi karakteristik organisasi yang ideal dapat
dilakukan dengan pegawai atau staf lembaga yang mematuhi aturan yang diberikan
oleh lembaga terkait ataupun Pemerintah Kota Medan, melakukan sosialisasi
kepada masyarakat terkait kebijakan dan ketentuannya, dan mampu berkomunikasi
dengan masyarakat dengan baik sehingga tercapai tujuan kebijakan yaitu tercipta

estetika dan tata ruang kota yang nyaman dan indah.

4.2 Pembahasan

Dalam rangka menjawab rumusan masalah penelitian, yaitu bagaimana
implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 17 Tahun 2019 tentang penertiban

papan reklame tanpa izin di Kecamatan Medan Petisah, maka penulis menganalisis
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data primer yang diperoleh dari penelitian sebelumnya. Semua informasi dan data
dikumpulkan melalui wawancara dengan Ketua Tim Pelaksana DPMPTSP Kota
Medan, Kasi Trantib Kecamatan Medan Petisah, dan Masyarakat. Selain itu data
penelitian juga diperoleh melalui kepustakaan seperti buku, jurnal, skripsi, dan

literatur lainnya.

Adapun dari seluruh data penelitian tersebut, akan diberikan analisis tentang
Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 17 Tahun 2019 tentang penertiban
papan reklame tanpa izin di Kecamatan Medan Petisah. Dalam melakukan analisis,
teori-teori yang berkaitan dengan tujuan kebijakan penelitian akan dimasukkan ke

dalam data sekunder untuk menganalisis data yang disajikan di bagian berikut ini.

a. Adanya ukuran dan tujuan kebijakan

Suatu kebijakan atau program tentunya memiliki tujuan yang jelas.
Peraturan Walikota Medan Nomor 17 Tahun 2019 tentang penataan reklame
bertujuan dalam menciptakan keamanan, kenyamanan, keindahan, pengawasan,
dan penertiban reklame agar sesuai dengan tata ruang kota dan estetika. Hal ini
merupakan langkah penting yang harus dilakukan oleh pemerintah sebagai wujud
nyata terhadap keindahan kota Medan, yang dilihat melalui upaya pemerintah
dalam menggerakkan para pegawainya. Menurut Agustino dalam Pahruddin
(2023), kebijakan publik merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh pihak
yang berwenang, memiliki maksud atau tujuan tertentu tidak bersifat acak atau
terencana, memiliki sasaran dan berorientasi pada tujuan, serta berlandaskan pada

aturan yang berlaku. Suatu kebijakan tentunya harus terimplementasi dengan baik
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dan berhasil dilaksanakan di lapangan. Meter dan Horn dalam (Kasmad, 2018)
menyatakan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan yang
dilakukan oleh individu-individu atau kelompok pemerintah maupun swasta yang
diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-

keputusan kebijakan sebelumnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan oleh peneliti dapat
disimpulkan bahwa staf yang mengurus perizinan reklame, baik staf di Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan maupun staf di
Kecamatan Medan Petisah telah mengetahui kebijakan dan isi dari Peraturan
Walikota Medan Nomor 17 Tahun 2019 tentang penataan reklame di Kota Medan.
Proses pelaksanaannya terus berjalan sampai saat ini dengan turun ke lapangan
untuk memantau reklame yang didirikan dan di data oleh Kelurahan setempat dan
Kecamatan Medan Petisah. Tujuan kebijakan dalam menata reklame belum tercapai
secara maksimal dan masih dalam tahap mencapai tujuan dari Perwal dikarenakan
masih banyak reklame tanpa izin yang mengganggu keindahan dan estetika kota
dan masyarakat yang belum memiliki kesadaran dengan ketentuan dari Perwal Kota

Medan Nomor 17 Tahun 2019.

Kendala yang dihadapi biasanya berkaitan dengan pembayaran pajak
reklame yang menunggak dan prosesnya yang rumit sehingga membuat masyarakat
mendirikan papan reklame tanpa izin. Pihak Dinas dan Kecamatan mengharapkan
masyarakat bersedia mematuhi aturan dan protokol yang ditetapkan, berpartisipasi
aktif dalam memberantas reklame ilegal, dan membagikan ke khalayak umum

tentang syarat-syarat untuk mendirikan papan reklame di Kota Medan.
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b. Adanya sumber daya

Sumber daya merujuk pada segala sesuatu yang dapat digunakan untuk
mendukung dan mewujudkan tujuan kebijakan tersebut. Sumber daya ini sangat
penting karena tanpa sumber daya yang memadai, implementasi kebijakan akan
terhambat atau bahkan gagal. Menurut Meter dan Horn dalam (Kasmad, 2018),
sumber daya kebijakan merupakan keberhasilan proses implementasi kebijakan
yang dipengaruhi dengan pemanfaatan sumber daya manusia, biaya, dan waktu.
Sumber daya dapat berupa dana, materi, manusia, dan berbagai faktor lainnya yang
melancarkan pelaksanaan suatu kebijakan. Sumber daya manusia dikemukakan
Darmadi dalam (Hidayat, n.d.), adalah individu yang bekerja sebagai penggerak
suatu organisasi, baik institusi maupun perusahaan dan berfungsi sebagai aset yang

harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya.

Sumber daya yang dialokasikan oleh Dinas dan Kecamatan Medan Petisah
merupakan manusia atau petugas yang diimbau untuk turun ke lapangan atau jalan
untuk melakukan monitoring dan pengawasan terkait papan reklame yang tidak
memiliki izin. Saat ini, sumber dayanya telah mencukupi dalam melaksanakan
proses pengawasan dan penertiban. Proses pengawasan dilakukan sesuai SOP yang
ditetapkan. Ketika mengimbau masyarakat atau pelaku usaha reklame yang
melanggar, terkadang mereka lupa dengan kewajiban membayar pajak reklame dan
terkadang terjadi pertengkaran verbal. Hal ini menjadi kendala dalam melakukan
penertiban terhadap reklame Sejauh ini pemanfaatan sumber daya dimanfaatkan

dengan baik meskipun dengan berbagai hambatan, baik pihak Dinas maupun
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Kecamatan Medan Petisah berharap masyarakat perlu untuk membayar pajak

reklame sehingga tidak bermasalah sampai ke tahap pembongkaran reklame.

¢. Adanya komunikasi antar organisasi

Dalam menjalin keaktifan dan juga keefektifan dalam berorganisasi, tentu
suatu organisasi membutuhkan komunikasi yang baik sehingga penting untuk
membangun komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi harus berlangsung
dengan baik untuk dapat mewujudkan organisasi tersebut dapat lebih berkembang.
Pentingnya menjalin komunikasi organisasi dengan baik juga mampu mewujudkan
organisasi yang mampu membentuk para anggota atau manusia-manusia di
dalamnya yang berkumpul mampu berinteraksi dengan baik satu sama lain dan

menjalin hubungan yang baik satu sama lain.

Menurut Wiryanto dalam Syaifullah (2018), komunikasi organisasi
merupakan pengiriman dan penerimaan berbagai pesan organisasi di dalam
kelompok formal maupun informal dari suatu organisasi. Adapun komunikasi yang
antara DPMPTSP Kota Medan dengan Kecamatan Medan Petisah, dilakukan
dengan melalui pertukaran informasi terkait reklame ilegal. Komunikasi dilakukan
secara rutin dan melakukan kerja sama untuk mengawasi, bahkan dengan lembaga
lain seperti Kepolisian, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP jika dilakukan
pembongkaran. Hambatan komunikasi organisasi juga jarang terjadi dan masing-
masing lembaga melakukan tugas sesuai SOP dan menjaga komunikasi berjalan

dengan baik dan lancar.
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d. Adanya karakteristik badan pelaksana

Karakteristik badan pelaksana tidak bisa lepas dari struktur birokrasi yang
diartikan sebagai karakteristik, norma-norma dan pola hubungan yang terjadi dalam
birokrasi yang mempunyai hubungan potensial maupun nyata dengan apa yang
mereka miliki dengan menjalankan kebijakan. Beberapa unsur yang berpengaruh
terhadap organisasi dalam mengimplementasikan kebijakan, antara lain:
kompetensi dan ukuran staf, tingkat pengawasan, vitalitas suatu organisasi, kaitan
formal dan informal suatu badan dengan badan pembuat keputusan atau pelaksana
keputusan.

Menurut Meter dan Horn dalam Kasmad (2018), karakteristik badan atau
lembaga yang melaksanakan kebijakan merupakan syarat dalam memenubhi kriteria
ideal badan pelaksana dalam melancarkan pelaksanaan kebijakan. Dalam suatu
lembaga terdapat struktur organisasi yang terdiri dari berbagai bidang keahlian
dalam pelaksanaan kebijakan. Baik pihak Dinas maupun Kecamatan Medan Petisah
memiliki tim khusus sendiri dalam melakukan pengawasan dan penertiban papan
reklame tanpa izin. Pihak Dinas melakukan pelatihan kepada staf khusus dan
Kecamatan tidak melakukan pelatihan kepada staf dan hanya menurunkan tim
bagian Ketenteraman dan Ketertiban (Trantib) Umum. Bentuk penghargaan dan
sanksi kepada pegawai hanya dilakukan di Dinas dalam memotivasi kerja dan

komitmen para staf.

Adapun strategi yang dilakukan oleh pihak Dinas berupa pemanfaatan media
sosial dalam membagi informasi dan membantu masyarakat yang belum memahami

terkait pengurusan izin reklame. Bagian Trantib Kecamatan Medan Petisah
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menjalin kerja sama dengan Kepling, Kelurahan dan lembaga lainnya dalam
mengimbau masyarakat tentang peraturan pemasangan reklame. Pihak Dinas dan
Kecamatan berharap pegawai atau staf lembaga terkait selalu mematuhi aturan yang
diberikan lembaga dan Pemerintah Kota Medan serta mampu berkomunikasi dan
bekerja sama dengan baik sehingga tercapainya tujuan kebiijakan yaitu terciptanya

estetika dan tata ruang kota Medan yang nyaman dan indah.

4.3 Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 17 Tahun 2019 tentang

Penertiban Papan Reklame Tanpa Izin di Kecamatan Medan Petisah

Menurut Mustopadijaja dalam Hidayat (2020), implementasi kebijakan
publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan dengan tujuan untuk mengatasi
permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh
instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaran pemerintah. Selain itu, Tachjan
dalam Pratiwi (2019) berpendapat bahwa implementasi kebijakan publik
merupakan salah satu aktivitas dari administrasi publik sebagai birokrasi dalam
proses kebijakan publik yang melibatkan aktor atau pelaku dalam membuat

kebijakan menjadi tindakan nyata di lapangan dengan tujuan yang diharapkan.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa Implementasi
Peraturan Walikota Medan Nomor 17 Tahun 2019 dalam penertiban papan reklame
tanpa izin di Kecamatan Medan Petisah sudah berjalan tetapi belum optimal.
Ukuran dan tujuan kebijakan masih dalam tahap mencapai tujuan dari Perwal
dikarenakan masih banyak reklame tanpa izin yang mengganggu keindahan dan

estetika kota dan masyarakat yang belum memiliki kesadaran dengan ketentuan dari
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Perwal Kota Medan Nomor 17 Tahun 2019. Kendala yang dihadapi biasanya
berkaitan dengan pembayaran pajak reklame yang menunggak dan prosesnya yang
rumit sehingga membuat masyarakat mendirikan papan reklame tanpa izin.
Kemudian, pemanfaatan sumber daya dimanfaatkan dengan baik meskipun dengan
berbagai hambatan, sumber daya manusianya telah mencukupi dalam
melaksanakan proses pengawasan dan penertiban sesuai SOP yang ditetapkan.
Kendala dalam melakukan penertiban terhadap reklame biasanya ketika
mengimbau masyarakat atau pelaku usaha reklame yang melanggar, terkadang
mereka lupa dengan kewajiban membayar pajak reklame dan terkadang terjadi
pertengkaran verbal. Baik pihak Dinas maupun Kecamatan Medan Petisah berharap
masyarakat sadar untuk membayar pajak reklame sehingga tidak bermasalah

sampai ke tahap pembongkaran reklame.

Komunikasi antara DPMPTSP Kota Medan dengan Kecamatan Medan
Petisah berjalan dengan baik dan dilakukan secara rutin dan melakukan kerja sama
untuk mengawasi reklame ilegal, bahkan bekerja sama dengan organisasi lain
seperti Kepolisian, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP jika dilakukan
pembongkaran. Selanjutnya, karakteristik masing-masing badan pelaksana, baik
Kecamatan Medan Petisah dan pihak Dinas tidak sepenuhnya terlengkapi.
DPMPTSP memiliki tim khusus sendiri dan Kecamatan menurunkan bagian Trantib
Umum dalam melakukan pengawasan dan penertiban papan reklame tanpa izin.
Selain itu, pithak Dinas melakukan pelatihan kepada staf khusus, serta bentuk
penghargaan dan sanksi kepada pegawai hanya dilakukan di Dinas dalam

memotivasi kerja dan komitmen para staf. Adapun strategi yang dilakukan oleh
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pihak Dinas berupa pemanfaatan media sosial dalam membagi informasi dan
membantu masyarakat yang belum memahami terkait pengurusan izin reklame.
Bagian Trantib Kecamatan Medan Petisah menjalin kerja sama dengan Kepling,
Kelurahan dan lembaga lainnya dalam mengimbau masyarakat tentang peraturan

pemasangan reklame.



BAB YV

PENUTUP

5.1 Simpulan

Simpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah Implementasi
Peraturan Walikota Medan Nomor 17 Tahun 2019 tentang penertiban papan
reklame tanpa izin di Kecamatan Petisah merupakan sebuah peraturan yang
diterapkan saat ini dan digunakan sebagai panduan dalam melakukan penataan
reklame, salah satunya adalah pengawasan dan penertiban. Peraturan Walikota
Medan tentang Penataan Reklame yang digunakan saat ini telah memberikan
kewenangan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(DPMPTSP) Kota Medan untuk melakukan pengawasan dengan instansi terkait
seperti Kecamatan terhadap reklame yang tidak memiliki izin. Berdasarkan dari
hasil penelitian, Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 17 Tahun 2019
belum tercapai secara optimal. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Medan dan Kecamatan Medan Petisah sudah
melaksanakan kewenangan sesuai dengan yang ada di dalam Peraturan Walikota
Medan Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penataan Reklame dengan sumber daya yang
ada, akan tetapi dalam pelaksanaannya belum dapat sepenuhnya tercapai
dikarenakan masyarakat yang tidak memiliki kesadaran dalam mematuhi

persyaratan membuat reklame.

Hal ini dapat dilihat melalui ukuran dan tujuan kebijakan yang masih dalam

tahap mencapai tujuan dari Perwal dikarenakan masih banyak reklame tanpa izin
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yang mengganggu keindahan dan estetika kota dan masyarakat yang belum
memiliki kesadaran dengan ketentuan dari Perwal Kota Medan Nomor 17 Tahun
2019. Kendala yang dihadapi biasanya berkaitan dengan pembayaran pajak reklame
yang menunggak dan prosesnya yang rumit sehingga membuat masyarakat
mendirikan papan reklame tanpa izin. Kemudian, pemanfaatan sumber daya
dimanfaatkan dengan baik meskipun dengan berbagai hambatan, sumber daya
manusianya telah mencukupi dalam melaksanakan proses pengawasan dan
penertiban sesuai SOP yang ditetapkan. Kendala dalam melakukan penertiban
reklame biasanya terkait dengan pengimbauan kepada masyarakat atau pelaku
usaha reklame yang melanggar, mereka juga lupa dengan kewajiban membayar
pajak reklame dan terkadang terjadi pertengkaran verbal. Baik pihak Dinas maupun
Kecamatan Medan Petisah berharap masyarakat perlu untuk membayar pajak

reklame sehingga tidak bermasalah sampai ke tahap pembongkaran reklame.

Komunikasi antara DPMPTSP Kota Medan dengan Kecamatan Medan
Petisah berjalan dengan baik dan dilakukan secara rutin dan melakukan kerja sama
untuk mengawasi reklame ilegal, serta melakukan kerja sama dengan lembaga lain
seperti Kepolisian, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP jika dilakukan
pembongkaran. Selanjutnya, karakteristik masing-masing badan pelaksana, baik
Kecamatan Medan Petisah dan pihak Dinas tidak sepenuhnya terlengkapi.
DPMPTSP memiliki tim khusus sendiri dan Kecamatan menurunkan bagian Trantib
Umum dalam melakukan pengawasan dan penertiban papan reklame tanpa izin.
Selain itu, pithak Dinas melakukan pelatihan kepada staf khusus, serta bentuk

penghargaan dan sanksi kepada pegawai hanya dilakukan di Dinas dalam
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memotivasi kerja dan komitmen para staf. Adapun strategi yang dilakukan oleh
pihak Dinas berupa pemanfaatan media sosial dalam membagi informasi dan
membantu masyarakat yang belum memahami terkait pengurusan izin reklame.
Bagian Trantib Kecamatan Medan Petisah menjalin kerja sama dengan Kepling,
Kelurahan dan lembaga lainnya dalam mengimbau masyarakat tentang peraturan

pemasangan reklame.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh mengenai Implementasi
Peraturan Walikota Medan Nomor 17 Tahun 2019 tentang penertiban papan
reklame tanpa izin di Kecamatan Medan Petisah, peneliti memiliki saran

berdasarkan yang penulis alami selama penelitian sebagai berikut.

1) Menyederhanakan prosedur perizinan reklame agar lebih cepat dan mudah
diakses oleh masyarakat dan membangun kerja sama dengan masyarakat untuk
melaporkan keberadaan reklame ilegal.

2) Melakukan sosialisasi secara rutin dan intensif kepada masyarakat dan pelaku
usaha mengenai peraturan reklame dan menggunakan berbagai media
sosialisasi, seperti spanduk, baliho, brosur, dan media sosial untuk membagikan
informasi ke masyarakat Kota Medan.

3) Mengadakan kegiatan penyuluhan atau seminar yang melibatkan berbagai
pihak terkait dan memberikan pelatihan kepada staf terkait dengan izin reklame,

pajak reklame, syarat dan ketentuan, serta sanksi terhadap pelanggaran.
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Nama
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Agama
Jabatan

Daftar Pertanyaan

1. Adanya ukuran dan tujuan kebijakan yang jelas

a. Menurut bapak/ibu, apakah sudah mengetahui kebijakan yang mengatur
tentang reklame di Kota Medan ini?

b. Menurut bapak/ibu, bagaimana proses pelaksanaan kebijakannya sampai
saat ini??

c. Menurut bapak/ibu, apakah tujuan dari kebijakan dalam menata reklame
telah tercapai?

d. Menurut bapak/ibu, apa saja kendala yang dihadapi dalam mencapai tujuan

kebijakan?



c.

Menurut bapak/ibu, apa saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan

pelaksanaan kebijakan dalam mengatur reklame tanpa izin di kota Medan?

2. Adanya sumber daya

a)

b)

c)

d)

e)

Menurut bapak/ibu, apa saja bentuk sumber daya yang telah dialokasikan
untuk menangani masalah reklame tanpa izin di wilayah Medan Petisah?
Menurut bapak/ibu, apakah sumber daya yang diberikan sudah mencukupi
untuk menjalankan tugas pengawasan dan penindakan?

Menurut bapak/ibu, bagaimana pihak lembaga melakukan proses
pengawasan dan penertiban reklame tanpa izin di Kecamatan Medan Petisah
hingga saat ini?

Menurut bapak/ibu, apa saja kendala yang dihadapi ketika menambah
sumber daya untuk pelaksanaan penertiban reklame tanpa izin di Kecamatan
Medan Petisah?

Menurut bapak/ibu, bagaimana sejauh ini penggunaan sumber daya yang

telah dialokasikan untuk penanganan reklame tanpa izin?

3. Adanya komunikasi antar organisasi

a)

b)

Menurut bapak/ibu, apakah ada komunikasi antara Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Medan dan
Kecamatan Medan Petisah dalam penanganan masalah reklame tanpa izin?
Menurut bapak/ibu, apakah pertukaran informasi terkait data reklame
seperti pelanggaran dan tindakan yang telah diambil antara DPMPTSP dan
Kecamatan Medan Petisah lancar dan dilakukan secara berkala?

Menurut bapak/ibu, bagaimana bentuk kerja sama yang dilakukan antara
DPMPTSP dan Kecamatan Medan Petisah, atau instansi lainnya dalam
pelaksanaan tugas pengawasan dan penindakan papan reklame tanpa izin?
Menurut bapak/ibu, apakah ada hambatan komunikasi yang sering dihadapi
antara instansi terkait?

Menurut bapak/ibu, bagaimana DPMPTSP menjaga komunikasi dengan

instansi terkait seperti Kecamatan Medan Petisah dan lembaga lainnya?



4. Adanya karakteristik badan pelaksana

a)

b)

¢)

d)

Menurut bapak/ibu, bagaimana struktur organisasi yang menangani masalah
reklame tanpa izin di masing-masing instansi?

Menurut bapak/ibu, apakah ada program pelatihan dalam meningkatkan
kompetensi para staf dalam menangani papan reklame tanpa izin?

Menurut bapak/ibu, apakah ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi
motivasi dan komitmen kerja para staf, seperti penghargaan dan sanksi?
Menurut bapak/ibu, apa saja strategi yang harus digunakan oleh instansi
terkait dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang akibat reklame
tanpa izin?

Menurut bapak/ibu, apa saran yang dapat diberikan kepada lembaga terkait
untuk memenuhi karakteristik organisasi yang ideal dalam melaksanakan

kebijakan penertiban reklame di Kota Medan?

Draft wawancara ini dirancang berdasarkan empat kategorisasi utama, yaitu

ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi, dan

karakteristik badan pelaksana. Kategorisasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi

berbagai faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan Peraturan Walikota

Medan Nomor 17 Tahun 2019 dalam menangani papan reklame tanpa izin di Kota

Medan, khususnya Kecamatan Medan Petisah.

Medan, 25 Januari 2025

Selvi Angriani Caniago
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Kepada Yth. Bapaldlby _ . o ' Medan, 4. November. 2024.
Program Studi A, adonrnsinas
FISIP UMST y
di '
Medan.
3 Assalamu ‘alaiicum ivr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tacgan di bawah ini Malhasiswa Fakultas Ilmy Sosial dan Ilmu

Politik UMSU : s
Nama Lergkap  : 2€WA. Pry r\amcﬁ"‘?ﬂ\ﬁo ............................... = P
NPM SRl R e N R N T S
Program Studi o Mew Adminns¥Tas QUBIC.

SKS aiperoleh = .328...SKS, IP Kumulatif .. 3167,

Mengajukan permolonan persetujuan judul skripsi :

No ki Judrujrfy‘angudmsul_k_ah S0 .
| [\wplementasi fortoran Walikgts Medan Nomor 17 Tahun 2019 tentarg
Pereritloan Papan Tekiame —tanpa 12in di kecamaran Yedan h

Petisah. s o
\mp\gmentasi Reraturan Walikota Hedan Nomor 13 Tahur 2015 tentary

Penatroon reklame A7 kota Medan . ,

(9]

W)

[mv(emen!ms‘- Perntoran wah;&a Medan Vomor 17 Talhun 2019
IAA\am vangka _o"me,nerﬁbkah reklame Gar di kota Medan

_ Berszma permohonan ini saya lampirkan : .
. Tanda bukti lunas beban SPP tahayp berjaian; ;
o g oy, g £l i b
2. Dafizr Kemajuan Akademil/Tra nskrip Nilui Sementara yang disahkan oleh Dekan
Demikianlah’ perinoiionan”Saya, atas eriksaa j :
' aya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapal/Ibu. Sava u 1 i
Kasih. Wassalam. : : R T

Rekomendasi Ketua Proaram Studi:
Diteruskan kepada Dekar vntuk
Penetzpan Judul danPembimbing,

Medan, tanggal.’-l....“.‘.O..‘(%.'.\‘)hﬂ'....;...?.OZ‘L

Ketua T

A AL
N:01040894 01

& : :
5o . ] M . e » ”E'—?]‘ = B T s,
2 ‘ i 5 3 . « Ban-ey ﬁ‘s% Agenst Ketayakan Mataysis ° %%Eﬁ ]

Malayninn (alificaiions Agency
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Bila menjawab surat i agar dsebitkan
nomor dan tanggainya

Sk-2
SURAT PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING
TUGAS AKHIR MAHASISWA
Nomor : 2035/SK/IL3.AU/UMSU-03/F/2024

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor:
1964/SK/I1.3 . AU/UMSU-03/F/2024 Tanggal 04 Djumadil Awwal 1446H/ 06 November 2024 M
Tentang Panduan Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa dan Rekomendasi Pimpinan Program Studi
[lmu Administrasi Publik tertanggal: 04 November 2024, dengan ini menetapkan judul dan
pembimbing penulisan Tugas Akhir Mahasiswa untuk mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa : SELVI ANGRIANI CANIAGO

NPM : 2103100016

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Semester - VII (Tujuh) Tahun Akademik 2024/2025

Judul Tugas Akhir Mahasiswa - IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN
NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG PENERTIBAN
PAPAN REKLAME TANPA IZIN DI KECAMATAN
MEDAN PETISAH

Pembimbing - KHAIDIR ALL S.Sos., MPA.

Dengan demikian telah diizinkan menulis Tugas Akhir Mahasiswa, dengan ketentuan sebagai

berikut :

1. Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa harus memenuhi prosedur dan tahapan sesuai dengan buku
pedoman penulisan Tugas Akhir Mahasiswa FISIP UMSU Tahun 2024.

2. Penetapan judul dan pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa sesuai dengan nomor yang terdaftar
di Program Studi Ilmu Administrasi Publik: 019.21.310 tahun 2024.

Penetapan judul, pembimbing dan naskah Tugas Akhir Mahasiswa dinyatakan batal apabila
tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 04 November 2025.

'b)

Ditetapkan di Medan,

Pada Tangal, 12 Djumadil Awwal 1446 H
14 November 2024 M

Tembusan :
1. Keta Program Studi llmu Administrasi Publik
FISIP UMSU di Medan; ,
2. Pembimbing ybs. di Medan; @ (‘\ E STARS
3. Pertinggal.
Ban-PT " Rl ¥ | ¥ | ¥ | >
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Hihttps:/ffisip.umsu.acid > fisip@umsu.ac.id Kiumsumedan Bumsumedan f2umsumedan  KBumsumedan
ey , 33
PERMOHONAN
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Unggul | Cercas | TerPercaya

Kepoda Yth. : Medan, 28 Pesember 2024
Bapak Dekan FISIP UMSU
di

Medan.

Assclamiu alaikum wir. wh.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan

flmu Poiitnk UMSU :
Nama lengkap Selvi_ Anc “"NO““‘“3° ..........................................
NPM : ﬂ’mwwé
Program Studi  : Ny AA"“N"“W‘ vah\c

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat
Penetapan Judul Sknp51 dan Pu:nbxmbmg Nomor.393%.. /SK/IL.3. AU/UMSU-03/F/2024 .. tanggal
IR NoVember 2024 ceeeeneeeeenen oeaenn. -dengan judul sebagai berikut :

INPLEMEATAS  RERATURAN  WALKOTA. MEPAN TENTAVA RAERTIBAN PAPAY BHCLAME
TAVPR . 12N DL KecAMATAN  MEDAN . PETASAM. ...

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

Surat Penetapan Judul Skripsi (SK-1);

Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);

DEAM (Traaskip Nilai Sementara) yang telah disahkan ;

Foto copy Kartu Hasil Studi (KHS) Semester 1 s/d terakhir;

Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;

Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;

Propsosal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
Semua berkas dimasukan ke dalam MAP warna BIRU.

Demilaanlah permohor
ucaplan terima kasih. Wassq

N N

saya untuk pengurusan selanintnya Atas perhaiian Bapak saya

{ Khadic AG, S

e )
\TID\/mvoeg 401

S R@ 7\@(‘@9 ) MESTARS

Agenslt Relayakan Malaysia ’;
Mplaysioa QEalNcations Agency -Aa‘ﬁ.r
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Sk-5
BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR MAHASISWA
Namz. lengkap - Selvi. Anaman\ canu 490...
NPM - 9-‘02)10001
Program Studi : “MU AAWUN 5‘&‘&9 PUBWC
Judul Tugas Akhir Mahasiswa - Waplewentast Reraturan \Waliksta Medan

(Skxipsi Dan Jurnal Ilmiah)

Rneriiban

Nows ﬁ Tawpn 2019 Aeuat
? i ) n. d GV\%

1. | 2/11] 203 Revisi Lot bzlakang Awn Urauu-\ Teontis (%/

2. | 411200 | Revisi Mekode Penelitian dan kerlmjka konsep %/

2. |10 /12130 Revisi Kemngien konsep down Daptar Roctoucq %/

A | 9312209 Zovisi Keranglep Konsep dan kAHﬁOnSaSI ////

= "‘4/‘11}024 Rewsi Tk ?Qﬂﬂumf\)lm\ Aata dan watkty /é/
Yenelitian

6 138/12p024| Acc Proposal fvga! Akhir: /4/

+ |[21/o1/2ps Revis dmf Waw an cara /&I//

9. [25/o1 hox hce Wawan cara |

9. (2003 [ps V.wvfa L atowr Belnkana Rarasumber, dan Bab 4 W

To- |34 (03/209¢ Peviss Yag| Pendliian M

11 (92/08ho| Ravisi Pesmb s o /ﬂ/

12, |29/9%/2035| Rovisi ks Pombskasan don kesmputan /é/

{3. M /04D03s| Rerbsiican hosil Pencliion dan Pomtahasn M |
Seca |<esimpolan ;

| 14 K[w[ms Acc Tars Akl /%/ |

dic G, S.505.) .04
039401 o

Agensi Kelaynkan Malaysta
Malaysian Qualifications Agency
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Bils menjawad surat i agar disebutian
romor dan tanggainya

Nomor - 249/KET /11.3.AU/UMSU-03/F/2025 Medan, 25 Rajab 1446 H
Lampiran : -.- 25 Januari 2025 M
Hal - Mohon Diberikan izin

Penelitian Mahasiswa

Kepada Yth : Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan
di-

Tempat.
Bissmillahirahmanirrahim
Assalamu’alaikum Wr. Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan schat wal’afiat serta sukses dalam menjalankan
segala aktivitas yang telah direncanakan.

Untuk memperoleh data dalam penulisan Tugas Akhir Mahasiswa, kami mohon kiranya Bapak/Ibu
berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama mahasiswa - SELVI ANGRIANI CANIAGO

NPM : 2103100016

Program Studi - Ilmu Administrasi Publik

Semester - VII (Tujuh) Tahun Akademik 2024/2025

Judul Tugas Akhir Mahasiswa - IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN

NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG PENERTIBAN
PAPAN REKLAME TANPA IZIN DI KECAMATAN
MEDAN PETISAH

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kesediannya memberikan izin penelitian diucapkan
terima kasih. Nashrun minallah, wassalamu ‘alaikum wr. wb.

Cc : File.

Agensi Kelayakan Malaysia
Malaystan Qualifications Agency



PEMERINTAH KOTA MEDAN
BADAN RISET DAN INOVAS| DAERAH

Jalan Jenderal Besar A. H. Nasution Nomor 32, Medan Johor, Medan Sumatera Utara 20143,
Telepon (061) 7873439 Faksimile (061) 7873314

Laman brida.medan.go.id, Pos-el brida@medan.go.id

SURAT KETERANGAN RISET
Nomor : 000.9/0678

DASAR : 1. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor : 8 Tahun 2022, tanggal 30 Desember
2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15
Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan.

2. Peraturan Walikota Medan Nomor : 97 Tahun 2022, tanggal 30 Desember
2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata
Kerja Perangkat Daerah Kota Medan.

MENIMBANG : Surat dari Dekan Fakultas IImu Sosial dan Iimu Politik Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor 249/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2025
Tanggal 25 Januari 2025 Perihal Mohon diberikan izin penelitian Mahasiswa.

NAMA . Selvi Angriani Caniago

NIM ;2103100016

JURUSAN : llmu Administrasi Publik

JUDUL : "Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 17 Tahun 2019 tentang
penertiban papan reklame tanpa izin di Kecamatan Medan Petisah"

LOKASI ;1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan

2. Kecamatan Medan Petisah

LAMANYA . 3 (tiga) Bulan

PENANGGUNG JAWAB : Dekan Fakultas llmu Sosial dan llmu Politik Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara

Melakukan Riset, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Riset terlebih dahulu harus melapor kepada pimpinan Perangkat Daerah lokasi Yang
ditetapkan.

2. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi Riset .
3. Tidak dibenarkan melakukan Riset atau aktivitas lain di luar lokasi yang telah ditetapkan.

4. Hasil Laporan Riset diserahkan kepada Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan
selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah Riset dalam bentuk softcopy atau melalui Email

(brida@medan.qo.id).

5. Surat Keterangan Riset dinyatakan batal apabila pemegang surat keterangan tidak mengindahkan
ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan.

6. Surat Keterangan Riset ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian Surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Dikeluarkan di : Medan

Pada Tanggal 3 Febryari 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh :
s Kepala Badan
é‘n- Riset dan Inovasi Daerah,

FE \ansursyah. S, Sos, M. AP
Pembina Tk. | (WD)

Tembusan : NIP 196305091989091001

1. Wali Kota Medan.
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpatu Satu Pintu Kota Medan.
3. Camat Medan Petisah Kota Medan.

' Balai Be S a r - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
Sertifikasi - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang
¥

Elektronik salg



PEMERINTAH KOTA MEDAN

‘BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Jenderal Besar Haji Abdul Haris Nasution Nomor 32,Medan Johor,
Medan,Sumatera Utara, Kode Pos : 20143
Whatsapp : 081396366788
Laman:bapenda.medan.go.id, Pos-el :bapenda@medan.go.id

SURAT KETERANGAN
Nomor : oo.9. sc (§79

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama . T Roby Chairi, S.IP, M.Si
Jabatan . Plt. Kepala Badan

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama . S8lvi Angriani Caniago
NPP -~ 2103100016
Program Studi ~ : limu Administrasi Publik ( UMSU )

Berdasarkan Surat Rekomendasi Penelitan Nomor : 0009/0678 tanggal 03
Februari 2025 , benar yang bersangkutan telah selesai melakukan Riset / Penelitian di
Badan Pendapatan Daefah Kota Medan. Penelitian tersebut dimaksud sebagai bahan
masukan bagi yang bersangkutan untuk Penyusunan / Penulisan Skripsi yang berjudul :
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